)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

KOMPLEK BINA SAMUDERA GEDUNG BRSDM KP. |, Lt. 3-4 JALAN PASIR PUTIH | ANCOL TIMUR, JAKARTA 14430
TELEPON : (021) 64711583 (LACAK) FAKSIMILI : (021) 64700924

AaLaumn o LAMAN : http./bbrse.litbang.kkp.go.id POS ELEKTRONIK : bbrsosek@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI
KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 610/BRSDM-BBRSEKP/TU.1104V /2021
TENTANG

RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN
DAN PERIKANAN TAHUN 2021 -2024 SEBAGAIPERUBAHAN ATAS

RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN

DAN PERIKANAN
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BE SAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangkpenyelarasan program Badan Riset dan Sumber

Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dengan redesign sistem
perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kementerian Kelautan
dan Perikanan perlu mengatur kembali Keputuéapala Badan Riset

dan SDM Kelautan dan ddkanan Nomor 8/PEBRSDM/2020
tentang Rencana Strategis Badan Riset dan SDM KP Tahur 2020
2024,

b. Bahwaterdapat Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Riset dan
SDM Kelautan dan Perikanan Nomi80/PERBRSDM/202 tentang
Rencana Strategis Badan Riset d&DM KP Tahun 2020
sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Kepala Badan Riset dan
SDM KP Nomor 12/PEBRSDM/2020tentang Rencana Strategis
Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan
Tahun 20212024

Mengingat : 1. UndangUndang Nomor25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional,

2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian
Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahas Rématuran
Presiden Nomor 63 Tahun 2015;

3. Keputusan Presiden Nomor 26/TPA Tahun 2017 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan
Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

4. Peraturan Presiden Nomor 3&hun 2018 tentang Rencana Induk
Riset Nasional Tahun 2042045;



5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nom@PERMEN
KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan
dan Perikanan

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NonT@/Permen
KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Sosial
Ekonomi Kelautan dan Perikanan .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI
KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS
BALAI BESAR RISET SOSIAL EKANOMI KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 20212024 SEBAGAI PERUBAHAN ATAS
RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024

Pasal 1

Mengubah Lampiral, Lampiran Ill, danlV dalam Pasal 4 Keputus&fepala Balai Besar
Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Nomor 610BRSDM-
BBRSEKP/TU.110/IV/2021TentangRencana Strategis Balai Besar Riset Sosial Ekonomi
Kelautan dan Perikanan Tahun 262124 sebagai Perubahan Atas Rencainategis Balai
Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan TahunZIZ2menjadi sebagaimana
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terpisahkan daeputusarKepala Balai Besar ini.

PasaP
KeputusarKepalaBalai Besaini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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Keputusan KepalBalai Besar Riset Sosial Ekonomi KP
Nomor610/BRSDM BBRSEKP/TU.1108/2021
TentangRencana Strategis Balai Besar Riset Sosial
Ekonomi Kelautan dan Perikanan Tahun 22924

sebagai Perubahan Atas Rencana Strategis Balai Besar
Riset Sosial Ekonomi KelautdDan Perikanan Tahun
20202024

BAB | PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
(BBRSEKP) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahunan yang
bersifat indikatif, dan terdiri dari: latar belakang, capaian, potensi dan lingkungan strategi
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka
kelembagaan, indikator kinerja dan kerangka pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi
BBRSEKP.

Renstra ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Penarangamgka
Menengah Nasional (RPJMN) Nasional (2@2124), Rencana Strategis Kementerian
Kelautan dan Perikanan (2020 2024), dan Rencana Strategis Badan Riset dan SDM
Kelautan dan Perikanan (2022024). Dokumen Renstra ini, telah mempertimbangkan dan
memperhatikan dinamika kebijakan nasional tentang kelembagaan riset dan inovasi nasional.

Berdasarkan RPJMN 20224 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden
Nomor 18 Tahun 2020Visi Presiden Republik Indonesia (RI) Tahun 2@224 adalah
i Ter wyajlndahesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan
Got ong FRPenergemahan.visi Persiden dalaniSembilan)misi yang dikenal sebagai
Nawacita keduayang langsung terkait dengan BBRSEKP adalah misi(&e Struktur
Ekonomi yang Poduktif, Mandiri dan Berdaya Saingan misi ke(3) Pembangunan yang
Merata dan BerkeadilarPencapaian visi tersebut dil&n melalui transformasi ekonomi
yang didukung oleh hilirisasi indists dengan memanfaatkan sumber daya manusia,
infrastruktur, pengderhanaan regulasi dan reformasi birokrasi.

Dalam perencanaanpembangunan sektor kelautan dan perikanan, Presiden RI
memberikan 2 (dua) arahan pokok kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu; (1)

membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan &eldain perikanan diantaranya



kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil perikanan
kelautan dan petambak garam, dan para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan; dan (2)
memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan byamlid®ada periode pembangunan
20202024 agenda penguatan ekonomi, pengembangan wilayah, pembangunan infrastruktur,
pembangunan lingkungan hidup dan stabilitas POLHUKHANKAM serta pelayanan ,publik
Kementerian Kelautadan Perikanan (KKP) akan bemntribusidalam meningkatkan kualitas
kesejahteraan masyarakat, peningkaka&sempatankerja, peningkatan pendapatan, serta
konsumsi ikan masyarakat, yang pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi yang
kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan keamgkasmpangan dan serta
menjaga sumber daylayati. Kontribusi KKP tersebutdiwujudkan melalui program dan
kegiatan yaitu memperbaiki komunikasi dengan nelayan, optimalisasi potensi perikanan
budidaya, pengembangan industrialisasi kelautan dan perikanagugten pengawasan dan
sistem karantina ikan, pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir danppldaukecil serta
penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan.

Dalam rangka penguatan SDM dan menghasilkan inovasi riset kelautan dan perikanan
yang aaptif untuk pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan, maka Badan Riset dan
Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) merancang 10 langkah/peran
strategisdalam penyediaan riset inovatif, pengembangan SDM unggul, alih teknologi serta
peningkata kontribusi PNBPBRSDMKP memiliki tugas dan fungsi sebagai penyelenggara
riset inovatif di bidang KP dan pengembangan SDM kompeten dapat memberikan dampak
pada peningkatan ekonomi. Hasil riset yang inovatif dan SDM yang kompeten menjadi faktor
utama kebshasilan pengelolaan sumber daya KP secara berkelanjutan.

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) sebagai salah
satu UPT lingkup BRSDMKP memiliki peran strategi sebagai lembaga penghasil
rekomendasi kebijakan di bidangosial ekonomi KPuntuk mendukung kebijakan
pembangunan sektor kelautan dan perikamestalui (1) perumusan riset sosial ekonomi
kelautan dan perikanan, (2) pelaksanaan riset di bidang ekonomi makro, inventarisasi dan tata
kelola sosial ekonomi sumberdaysastem usaha dan pemasaran produk, inkubasi bisnis dan
alih teknologi, sosial budaya masyarakat, komunikasi, politik dan hukum kelautan dan
perikanan, (3)pelaksanaan tata laksana, sarana, dan pelayanan jasa riset sosial ekonomi
kelautan dan perikanam})(pengelolaan data, informasi, dan publikasi hasil, serta monitoring

dan evaluasi riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan.



Adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya peran riset sosial ekonomi dalam
proses pengambilan kebijakan pembangunan di bidéR sehingga BBRSEKP harus
meningkatkan kuantitas dan juga kualitas hasil riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan.
Oleh karena ituRenstraBBRSEKPTahun 2@0-2024disusun sebagaiokumen perencanaan
strategiBBRSEKPyang menjadi acuan dalam pelaksam kegiatan dalam kurun waktu lima

tahun dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra KKP dan Renstra BRSDMKP.

1.2. Kondisi Umum
1.2.1. CapaianRiset dan Inovasi Sosial Ekonomi KP

Dalam rangka mendukung kontribusi KKP dalam mencapai target pembangunan
nasional yang diwujudkan oleh BRSDMKP dalam bidang inovasi kelautan dan perikanan,
BBRSEKP dinilai mampu melakukan peran dalam inovasi kebijakan kelautan dan perikanan.
BBRSEKP memilik modal sosial yang kuat untuk memainkan peran tersebut dengan eapaian
capaian yang diperoleh selama ini, yaitu kelembagaan riset, pelaksanaan rigethdgmmen

internalpelaksanaan riset.

A. Kelembagaan Riset

BBRSEKP merupakan unit kerja eselorbldfi bawah unit eselonBRSDMKP yang
dibentuk melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor SMR&005. Dalam
perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi pelaksanaan riset sosial ekonomi kelautan dan
perikanan, BBRSEKP mengalaempatkali perubahan nomenklatur organisasi akibat adanya
perubahan nomenklatur organisasi induk eselon 1. Perubahan nomenklatur organisasi terjadi
pada tahun 2011, 2016, 2Q1dan 2020 Dalam setiap perubahan nomenktur tersebut, unit
kerja pelaksana riset satiekonomi kelautan dan perikanan dipandang memiliki peran
strategis untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi kelautan dan perikanan
terutama bagi pemangku kebijakan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga
tetap dipertahankan ketadaannya. Berdasarkan perkembangan kelembagaan dan peran
tersebut, maka keberadaan lembaga yang membidangi inovasi kebijakan sosial ekonomi
kelautan dan perikanan semakin dibutuhkan dalam pembangunan kelautan dan perikanan saat
ini dan masa yang akantdag.

Pada periode 2018019, BBRSEKP menuju lembaga litbang yang unggul sebagai
Pusat Unggulan IPTEK dengan fokus unggulan Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan



Perikanan. Sejak tahun 2018, status BBRSEKP menjadi institusi kebijakan sosial ekonomi KP
yang dibina untuk menjadi Pusat Unggulan IPTEK. Sebagai Pusat Unggulan IPTEK
kebijakan sosial ekonomi kelautan dan perikanan maka maka BBRSEKP siap mengikuti
akreditasi yang dilakukan oleh Komisi Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan
PengembangaiK(NAPPP) yang prosesnya telah berlangsung sejak tahun 2019.

Dokumen Renstra Revisi ini memotret capaian kelembagaan BBRSEKP berkina
sesuai dengan Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi
Nasional Nomor 201/M/KPT/2020 tentafenetapan Lembaga Penelitian, Pengembangan,
Pengkajian, dan Penerapan Iimu Pengetahuan dan Teknologi yang menghasilkan Invensi dan
Inovasi Sebagai Pusat Unggulan llmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2020, BBRSEKP
ditetapkan sebagai Lembaga Pusat Unggulamu |Pengetahuan dan Teknologi (PUI)
Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Penetapan menjadi Lembaga PUI ini
berlaku sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan 22 Desember 2023.

B. Pelaksanaan Riset
Capaian dan kontribusi riset sosiakonomi kelautan dan perikanan terhadap
pembangunan kelautan dan perikanan selama periode2ZZd®anelalui produk hasil riset
sebagai berikut:
1. Turut berkontribusi dalam penyusunan bukilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)
dan buku Kawasan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan (KPP PUD) dalam
perspektif sosial ekonomi kelautan dan perikanan sebanyak 2 Hakul Biku
gender
2. Rekomendashasil riset sosiaekonomi untuk dijadikan bahan kebijakanit eselon |
Kementeran Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah di lokasi penelitian
sebanyak 33 naskah rekomendasi kebijakan;
3. Naskahpolicy briefrekomendaskebijakan sosial ekonomi pembangunan kelautan dan
perikanarsebanyak 50 naskabh;
4. Naskah modekosial ekonomi penamgunan kelautan dan perikansebanyak 31
naskabh;
5. Paket data dan informasi sosial ekonomi kelautan dan perikanan sebanyak 26 paket

data;



6. Hak Kekayaanintelektual (HKI) sebanyak 1 buah dengan judul Portal Elektronik
Udang Vanamg3 sertifikat hak cipta atabuku; dan

7. Karya tulis ilmiah bidang sosial ekonomi KP yangublikasikan(KTI) sebanyak 189
naskah KTI yang dipublikasikan di media nasional dan internasiét@aya tulis
ilmiah bidang sosial ekonomi KP yangodblikasikan(KTI) sebanyak 57 naskah KTI

yang dipublikasikan di media nasional dan internasional

C. Manajemen Internal Pelaksanaan Riset
Dalam mendukung pelaksanaan riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan, beberapa
capaian positif BBRSEKP adalah sebagai berikut

1. Media publikasi karya tulis ilmiah yaitu Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan
Perikanan, Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dan Buletin limiah Marina
telah terakreditasi dalalavel Science and Technology Index&nta2);

2. Pengembagan akses informasi, digitalisasi layanan manajemen sosial ekonomi
kelautan dan perikanan, dan sistem manajemen pengetahuan terstandar melalui
pengelolaarKnowledge Management Syst@dMS), pengelolaan jurnal ilmiah secara
online Online Journal System digitalisasi pengelolaan perpustakaan dengan
penggunaan aplikasi SLIMS, integrasi sistem otomasi perpustakaan BBRSEKP dengan
perpustakaan KKP di dalamrArchivelago Indonesia Marine Librarypengisian dan
updatingaplikasi berbasis daring seperti kinerjakieekly dasboar@8RSDMKP, dan
eDalwas online;

3. Penjalinan jejaring kerja sama dalam ruang lingkup pengembangan kompetensi SDM,
pelaksanaan riset, dan diseminasi hasil riset bersama 16 mitra nasional yang terdiri dari
perguruan tinggi nasional, pemerintah daerah, lembaga riset pemerintah dan non
pemerntah dar3 mitra internasional yang terdiri dari SEAFDEQGDB, University of
California Santa Barbara, JICA (SATREP dengan 2 kegiatan yang berbeda).

4. Pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel di mana dalam 5 tahun
terakhir nilai kinerja anggyan BBRSEKP di atas 80, seluruh rekomendasi Inspektorat
Jenderal KKP telah ditindaklanjuti, dan tidak adanya temuan LHP BPK atas laporan
keuangan (LK) BBRSEKP.



1.3. Potensi dan Panasalahan
1.3.1. Potensi

PotensiBBRSEKP dikelompokkan dalarkelembagaan riset, pelaksanaan riset, dan
manajemennternal pelaksanaan riset. Berikut potensi BBRSEKP yang dapat dikembangkan

untukmendukung pembangan kelautan dan perikanan.

A. Kelembagaan Riset
1. Organisasi

Kelembagaan BBRSEKP dibentuk untuk mendukung capaian agenda pembangunan
nasional, pengarusutamaan pembangunan KKP, dan arah riset BRSDNek&jai
bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, BBRSEKP memiliki struktur
organisasi dalam rangka mewujudkefektifitas organisasi dalam melaksanakan tugas
dan fungsi yang diamanatkan olBeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik
Indonesia Nomor 18/PermdfP/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar
Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya
peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah
kepada publik, telah dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan
administrai ke dalam jabatan fungsional, telah te@rmenPAN RB No0.28 Tahun 2019
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

Untuk selanjutnya, Kementerian/Lembaga melakukan penataan organisasi
disesuaikan dengan kebutuhan jabatebagimana dituangkan dalaPeraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 72/PeKi¢p020 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
BBRSEKP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan risetl sésinomi kelautan dan
perikanan. Adapun BBRSEKP menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta
pelaporan dibidang riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan;

b. perumusan riset sosial ekonomi kelautan parikanan;

c. pelaksanaan riset dibidang ekonomi makro, inventarisasi dan tata kelola sosial

ekonomi sumber daya, sistem usaha dan pemasaran produk, inkubasi bisnis dan alih



teknologi, sosial budaya masyarakat, komunikasi, serta politik dan hukum kelautan
dan perikanan;

d. pelaksanaan tata laksana, sarana, dan pelayanan jasa riset sosial ekonomi kelautan
dan perikanan;

e. pengelolaan data, informasi, dan publikasi hasil riset sosial ekonomi kelautan dan
perikanan; dan

f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.



STRUKTUR ORGANISASI
BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
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elti
yang ada di BBRSEKRaitu Kelti Dinamika Pengelolaan Sumber dagalautan dan
Perikanan, Kelti Sistem Usaha, Pemasaran dan Perdagangan, dan Kelti Sosial dan
Kelembagaan. umlah dan ruang lingkup Kelti bersifat dinamis menyesuaikan
perkembangan secara organisasi di BR$MM Kedua, penelitian yang berbasis
institusi/orgaisasi BBRSEKP. Penelitian ini merupakan program utama yang menjadi
prioritas utama BBRSEKP, yang bertujuan untuk menjawab tantangan dan isu terkini serta
membantu tercapainya progrgrogram andalan BRSDMKP. Kategori kedua ini akan
menjadi ciri khas atau nifikasi institusi BBRSEKP. Secara strategis kelembagaan
kelompok penelitian untuk mewujudkan visi dan misi BBRSEKP. Secara khusus
pengembangan roadmap riset yang merupakan orientasi program penelitian berdasarkan
kelembagaan kelompok peneliti dibahas d@adiri sebagai lampiran dalam rencana
strategis BBRSEKP ini.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas organisasi sebagai unit kerja pranata litbang
dan sebagai upaya menjadi lembaga litbang yang kredibel dan akuntabel, BBRSEKP telah

mengajukan akreditasi dari okite Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan



Pengembangan (KNAPPP). Proses pengajuan sudah dilewati mulai dari awal hingga tahap
akhir, dan saat ini sedang menunggu penetapan dari Kemenristek. Tujuan dari akreditasi
KNAPPP di antaranya sebagai instemuntuk pengakuan pranata litbang yang kompeten

di bidangnya, sertantuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat atas kompetensi
pranata litbang sehingga kepercayaan masyarakat/pengguna terhadap hasil litbang
BBRSEKP akan lebih meningkat.

. Sumber Dya Manusia

Dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwipavea (
governancgserta mewujudkan pelayanan publik yang baik, efisien, efektif dan berkualitas
tentunya perlu didukung adanya SDM yang profesional, bertanggung jawab, adil, jujur dan
memiliki kompetensi di bidangnya. Pengembangan SDM yang berbasis kompetensi
merupakan satu keharusan agar organisasi dapat mewujudkan suatu kinerja yang lebih
baik dan pelayanan publik yang lebih optimal. Untuk mewujudkan SDM yang profesional
dan kompeten khususnya dapat dilakukan melalui pembinaan karir dengan perpaduan
antara sistem presickerja dan sistem karir.

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Catan Pelaksanaan Pengukuran Indeks
Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, pengukuran tingkat profesionalitas ASNr diuku
melalui dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Dimensi kualifikasi
digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS
dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi kompetensi digunakan
untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi (diklat,
seminar, workshop yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam
pelaksanaan tugas jabatan. Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi
mengenai penilan kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat
individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan
manfaat yang dicapai serta perilaku PNIBmensi disiplin digunakan untukmengukur
data/infomasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS.

Pada tahun 2015, jumlah pegawai BBRSEKP tercatat sebanyak 92 orang dan pada
tahun 2019 jumlahnya menjadi 84 orang (pada tabel 1). Terjadi penurunan selama empat
tahun sebanyak 8 orand@,{0%). Hal ini terjadi karena terdapat pegawai pensiun,

meninggal dunia, dan mutasi dengan status dipekerjakan di Kementerian lain yang



jumlahnya jauh lebih besar dari jumlah pegawai hasil rekrutméamun begitu, SDM
BBRSEKP memiliki potensi besar selaagnotor penggerak organisasi karena tingkat
Pendidikan didominasi oleh jenjang Strateke atas, ragam jabatan fungsional yang
meningkat setiap tahunnya, dan bidang kepakaran peyaatil beragam menjadi potensi
baik dalam melaksanakan kegiatan risetad@konomi kelautan dan perikanan.

Adapun rincian pegawai BBRSEKP berdasarkan Pendidikan, Jabatan Fungsional, dan
Komposisi Peneliti BBRSEKP menurut Tingkat Pendidikan dan Bidang Kepakaran

disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Pegawai BBRSEKP Tahun 2015 2019.

Tingkat Jumlah Pegawai per tahun
Pendidikan 2015 2016 2017 2018 2019

SD 1 1 1 0 0
SMP 2 2 2 2 2
SLTA 11 13 10 10 10
D3 5 6 3 3 3
D4 1 1 1 1 1
S1 41 37 34 35 35
S2 24 25 25 24 24
S3 7 7 10 9 9

Total 92 92 86 84 84

Perkembangan jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan dari tahun 2015 sampai 2019
dapat dilihat pada tabel 1, di mana komposisi pegawai mayoritas merupakan lulusan S1,
yaitu sebanyak 35 orang, dengan diikuti oleh pegawai lulusan S2 (24 orang), SLTA (10
orang) dan S3 (9 orang).

Tabel 2. Jumlah Perkembangan SDM Fungsional Tahun 20162019

_ _ Jumlah Pegawai per tahun
No Jenis Fungsional
2015 2016 2017 2018 2019
1 | Peneliti
- Peneliti Utama 5 4 4 3 2
- Peneliti Madya 8 10 10 11 12
- Peneliti Muda 23 27 27 25 21
- Peneliti Pertama 5 3 3 2 2
- Calon Peneliti 1 1 1 1 1




, , Jumlah Pegawai per tahun
No Jenis Fungsional
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Peneliti 42 45 45 42 38
2 | Pustakawan
Pustakawan Muda 0 0 1 1 2
Pustakawan Pertama 1 1 0 0 0
Jumlah Pustakawan 1 1 1 1 2
3 | Pranata Komputer
Pranata Komputer Muda 0 0 0 1 2
Pranata Komputer Pertama 1 1 1 0 0
E;?]?li:anomputer Pelaksana 0 0 0 1 1
Pranata Komputer Pelaksana 1 1 1 0 0
Jumlah Pranata Komputer 2 2 2 2 3
4 | Analis Kepegawaian
Analis Kepegawaian Muda 0 0 0 0
Jumlah Analis Kepegawaian 0 0 0 0 1
Total 45 48 48 45 44

Pegawai yang menduduki jabatan fungsional terdiri atas 44 orang (52,38%) dari total
84 orang pegawai, dengan masingsing jabatan fungsionalnya adalah 38 orang peneliti,

2 orang pustakawan, 3 orang pranata komputer, dan 1 orang analis kepegawaian.

Jumlahpeneliti dari tahun 2015 sampai 2019 memiliki kecenderungan yang menurun,
hal ini disebabkan pegawai yang pensiun maupun meninggal dunia berasal dari jabatan
fungsional peneliti. Dari 38 peneliti, 2 orang menduduki jenjang Peneliti Utama dan dari
jumlah tersebut satu orang telah mencapai jenjang profesor, 12 orang Peneliti Madya, 21
orang Peneliti Muda, 2 orang Peneliti Pertama, dan satu orang calon peneliti.

Tugas utama BBRSEKP adalatelaksanakan kegiatan riset sosial ekonomi kelautan
dan perikananUntuk mendukung tugas tersebigtealnya yang menjadi mayoritas adalah
peneliti dengan kepakaran di bidang sosial dan ekonomi pada sektor kelautan dan
perikanan. Berdasarkan tingkat pendidikan dan bidang kepakaran SDM peneliti
BBRSEKP, memperlihatkan sebany@korang memiliki kepakaran di bidang ekonomi
(18,92%), 6 orang dengan kepakaran Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan
(16,22%), 5 orang dengan kepakaran Pengembangan Wilayah (13,51%), sisanya tersebar
pada beberapa kepakaran lainnya. Hal yang pemmjadi perhatian khusus untuk

memperkuat dukungan SDM peneliti ke depan, BBRSEKP dapat merekomendasikan



rekrutmen maupun peningkatan kapasitas peneliti yang memperkuat spesifikasi kepakaran
di bidang ekonomi dan sosial kelautan dan perikanan. KomposigilitpdBBRSEKP

menurut tingkapendidikan dan bidang kepakaran disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. Komposisi Peneliti BBRSEKP menurut Tingkat Pendidikan dan
Bidang Kepakaran, Tahun 2019

: Pendidikan

No. Kategori S1 S2 3
1 | Ekonomi Sumber Daya 1 2
2 | Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan 2 4
3 | Pengelolaan Sumber Daya Perairan 1

4 | Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkunga 1 1
S | Sosiologi 2

6 | Antropologi 2

7 | Ekonomi 1 6

8 | Pengembangan Wilayah 4 1
9 | Komunikasi 1

10 | Hukum 1

11 | Agribisnis 2

12 | Kesejahteraan Sosial 1

13 | Sosial Ekonomi Perikanan 2

14 | Teknik Lingkungan 1

15 | llmu Lingkungan 1

Jumlah 5 24 8

3. Anggaran

Sumber alokasi anggaran kegiatan terdiri atas APBN Kementerian Kelautan dan
Perikanan dan hibah Luar Negeri. Lebih dari 90% alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan
BBRSEKP masih bersumber dari APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dukungan
anggaran APBN ntuk mendukung pelaksanaan riset mendapat prioritas lebih tinggi.
Berdasarkan jenis belanja, alokasi anggaran setiap tahun disajikan dalam tabel di bawah

ini.



Tabel 4. Perkembangan Pagu Anggaran BBRSEKP Per Jenis Belanjahun 2015

2019
Dalam Rp.000
Jenis Belanja Feiy
2015 2016 2017 2018 2019

Pegawai 9.298.699 11.408.710 11.977.538 10.782.460 10.366.932
Riset 21.103.863 8.856.464] 3.084.451f 7.500.000 6.450.000
Manajerial 2.907.048| 3.763.234 704.653 990.733| 1.070.000
Operasional Satker 1.703.500 1.978.977 1.717.205] 2.032.704) 2.134.338
Modal 1.451.770 705.948 184.077|  1.000.000 380.000
Total 36.464.880 26.713.333 17.667.924 22.305.897| 20.401.270

Terbuka peluang sumber pendanaan lain melalui MoU Kerja Sama Hibah Langsung
dengan institusi dalam dan luar negeri. Dengan addngangUndang Nomor 11 Tahun
2019 tentang Sistem Undamgdang (UU) tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi tdyuka pula peluang sumber pendanaan riset melalui kolaborasi riset antar

lembaga riset kementerian dan non kementerian.

B. Pelaksanaan Riset

Dalam perumusan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, para pemangku
kebijakan membutuhkan pertimbangan dan hasil kajian dalam perspektif sosial ekonomi
kelautan dan perikanan sehingga hasil pelaksanaan riset sosial ekonomi selalu dibutuhkan
oleh unt eselon I lingkup KKP, pemerintah daerah, dan para pelaku usaha sektor kelautan dan
perikanan. Selama tahun 202619 hasil riset sosial ekonomi KP yang dijadikan bahan
kebijakan sebanyak 40,74% dari seluruh hasil riset dan berpeluang untuk meningkat pad
tahun mendatang mengingat semakin membudayanience based policgi kalangan

birokrat dan pemangku kebijakan.

C. Manajemen Internal Pelaksanaan Riset
1. Jejaring Kerja Sama Riset

Jejaring kerja sama merupakan sarana pendukung riset unt@nfpetan SDM
BBRSEKP

(enumeratdpengumpul data lapang daarasumber), pelibatan mitra kerjasama menjadi

mitra kerjasama sebagai tenaga pendukung pelaksanaan riset



2.

mitra bestari penerbitan jurnal ilmiah BBRSEKBerta penyelenggaraan kegiatan
diseminasihilirisasi riset dengan mitra kerjasanfeluang penjalinan kerja sama dengan
institusi perguruan tinggi, lembaga riset kementerian dan non kementerian, dan institusi
riset swasta semakin terbuka lebar seiring dengan skema pelaksanaan 49 Agenda
Prioritas Rset Nasional (PRN) pada 5 tahun mendatang yang mendorong lembaga riset

untuk melakukan sinergitas.

Media Publikasi Hasil Riset

Dalam memfasilitasi publikasi ilmiah hasil riset sosial ekonomi kelautan dan
perikanan, BBRSEKP melakukan pengelolé&agenis media publikasi secara regular
yang terbit dua kali dalam setahun yang terdiri dari Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi
Kelautan dan Perikanan, Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dan Buletin
llImiah Marina. Seluruh pengelolaan media publikessebut dilakukan melalui daring
(Online Journal Systemdan telah terakreditastcience and Technology Index
(SINTA-2) dari 6 tingkatan akreditasi, dimana yang paling baik adalah akreditasi
SINTA-1.

Jurnal limiah yang memuat hasil riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan yang
dikelola BBRSEKP ini berpotensi untuk dikembangkan untuk menjadi Jurnal Ilimiah
tefindex Sintal atau jurnal bereputasi internasional dan terindekabaseanternasional.
Selain media publikasi hasil riset terakreditasi tersebut diatas, BBRSEKP memiliki
media publikasi hasil riset melalsosial mediadan media cetak lainnydeéfleat buku

saku, dan poster).

3. Laboratorium Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Laboratorium Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Lab Sosek KP), merupakan
instalasi Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Perikanan (BBRSEKP) di bidang
pengelolaan data dan informasi serta pelayanan jasa riset. Laboratorium Sosial Ekonomi
Kelautan @n Perikanan bertanggungjawab dalam pengelolaan pengetahuan untuk
mengoptimalkan peran institusi sebagai penyedia data dan informasi sosial ekonomi
kelautan dan perikanan. Keberadaan laboratorium sosek berpotensi mengharmonisasikan

gerak antar simpul yangnenghubungkan sumber penghasil pengetahuan dengan



pengguna pengetahuan. Unit ini juga diharapkan memutus kendala koordinasi antar
bidang yang seringkali terhambat birokrasi yang kaku. Laboratorium Sosial Ekonomi
Kelautan dan Perikanan memiliki misi diaraiaya,
a. Menyediakan, mengolah dan menyajikan data dan informasi sosial ekonomi kelautan
dan perikanan
b. Melakukan fasilitasi operasionalisasi manajemen pengetahuan sosial ekonomi
kelautan dan perikanan

c. Menyediakan pelayanan jasa terkait sosial ekorkataiutan dan perikanan

Sejak tahun 2015, Laboratorium Sosial Ekonomi KP telah mengeétmaviedge
Management System (KMS) untuk mengidentifikasi, mengumpulkan dan
mendistribusikan pengetahuan dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga dapat
diketahuj dipelajari, dan digunakan kembali dalam pelaksanaan kegiatan riset dan
perumusan kebijakan KP. Selain itu Laboratorium Sosial Ekonomi KP telah melakukan
pelayanan pengolahan data yang meliputi penyediaan sistardaatriset, perancangan
model komputsi riset sosek, penyediaan format tabel kerja dan pengujian sampel/ data
statistk untuk kebutuhan internal BBRSEKPRaboratorium Sosial Ekonomi berpotensi
untuk dikembangkan menjadi pusat ungguylzenter of excelenfengelola pengetahuan
sosial ekonomkelautan perikanan dan melakukan pelayanan jasa analisis data sosek KP
untuk kebutuhan internal dan eksternal.

Sesuai dengan rancangan organisasi, labolatorium sosial ekonomi memiliki susunan
organisasi yang ditunjangleh tiga divisi yaitu divisi manajeen pengetahuan (MP),
divisi pengolah data dan divisi layanan jasa. Susunan labolatorium sosial ekonomi secara

struktural mengacu pada gambar berikut.

Gambar 2. Struktur Labolatorium Sosial Ekonomi



Sesuai dengan rencana pengembangan labolatorium sosial ekonomi, padaimasing

masing divisi dikepalai olebeorangkepala divisi. Tugas dan ruang lingkup masingasing

divisi diperlihatkan pada tabel berikut.

Tabel 4. Tugas dan Ruang Lingkup Kegiatarada masingi
Labolatorium Sosial Ekonomi Kelautan Perikanan

masing Divisi di

DIVISI Tugas RUANG LINGKUP
Manajemen [Divisi yang Menangar| 1. Membangun Sistem Manajemen Pengetahu
Pengetahuan [Knowledge Managemd 2. Menyediakarpengetahuan bagi dunia
System(KMS) akademik, pengambil kebijakan, pelaku bisn
dan masyarakat
3. Menyediakan sistem jejaring pengetahuan
Pengolaln [Divisi yang menangani | 1. Pengolahan data yang meliputi penyediaan
Data pengembangan model sistem enirdata riset, Perancangan model

komputasi dari alat
analisis yang digunakan
dalam penelitian dan
kebijakansosial ekonomi
kelautan dan perikanan,
baik bersifat penelitian
internal maupun
permintaan penelitian
eksternal.

komputasi riset sosek

. penyediaan format tabel kerja daengujian

sampel/ data statistik

Layanan Jas

Divisi yang menangani
permintaan analisis data
sosial ekonomi secara
profesional untuk
menjawab kebutuhan ba

ang datangnya dari
pemerintah pusat/daerah
swasta, komunitas
masyarakat maupun
lembaga swadaya
masyarakat (LSM) lokal
dan internasional

. Pelayanan jasa riset meliputi survey, analisis

data,coaching clini¢ konsultasi,
pendampingan iptek, penyusunan naskah
akademik

. Pengemasan produk lab sosek KP

Sarana prasarana yang mendukung kegiatan riset sudah cukup memadai. Peralatan
analisis data berupa komputer dan laptop tersedia untuk semua peneliti. Untuk mendukung
analisis data hasil riset, telah tersedia bebesafiavarelicensepengolahan data, sepiebtata,

Maple, dan PowersinfrcGis, Smart PLS Profesional, Vensim DSS, Atlas.ti, dan Office 365.



4. Perpustakaan

Munculnya masyarakat digital atadigital society saat ini menuntut instansi untuk
menciptakan berbagai inovasi dalam hal produk, layadan proses kerja yang berbasis
digital. Transformasi berbasis digital diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan dalam
hal konektivitas antar individu.

Perpustakaan BBRSEKP telah melakukan transformasi layanan perpustakaan untuk
menjadi perpustakaan rujukan informasi sosial ekonomi kelautan dan perikanan melalui
digitalisasi pengelolaan perpustakaan dengan penggunaan aplikasi SLIMs. Namun,
peningkatan kudas layanan perpustakaan BBRSEKP masih terus dilakukan. Perpustakaan
digital yang saat ini sudah ada terus dikembangkan. Hal ini bertujuan agar pengguna dapat
merasakan kemudahan akses dan pengoperasiannya. Perbaikan kualitas sistem yang dimaksud
dilakukan dengan cammengupgradaplikasi SLIMs dari SLIMs 8 (Akasia) menjadi SLIMs 9
Bulian.

Perpustakaan BBRSEKP sebagai salah satu institusi penyedia informasi perlu terus
melanjutkan perannya dengan melakukan digitalisasi dan diseminasi informasi atau koleks
utamanya melaluipenyediaan sumber informasi berupa akses gratis baik ke jurnal
internasional maupun buku elektronik terkait subjek sosial ekonomi kelautan dan perikanan.

Guna meningkatkan perannya dalam memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan
pengyuna, perpustakaan BBRSEKP juga melakukan kerjasama antar perpustakaan. Upaya
kerjasama ini dilakukan dengan melakukan kegiatmource sharingatau kegiatan saling
berbagi dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki antar perpustakaan. Salah satu upaya
yang dilakukan adalah adanya integramippistakaan BBRSEKP dengan perpustakaan pusat
KKP di dalamArchipelago Indonesia Marine Library.

Sejak tadun 2019, BBRSEKP memiliki dua orang pustakawan dengan jenjang
pustakawan Muda untuk melakukan pengembangan perpustakaan BBRSEKP. BBRSEKP
berupaya mengembangkan SDM pustakawan dengan baik sehingga kinerja perpustakaan
meningkat dan mampu menghadapi tandéendigitalisasi yang semakin berkembang. Upaya
pengembangan SDM ini dilakukan dengan mengikuti sejumlah pelatihan, seminar, dan forum

kepustakawanan lainnya.



Tabel 5. Jenis dan Jumlah Koleksi Perpustakaan BBRSEKP

Jumlah Koleksi

No Jenis Koleksi Koleksi Koleksi

Fisik SLIMs

1 | Buku Koleksi perpustakaan 1.290 1.290
2 | Buku Terbitan BBRSEKP Tahun 20072019 35 35
3 | Ebook Koleksi Perpustakaan 20 20
4 | Buku Statistik 45 45
5 | Policy Brief BBRSEKP 2012019 4 0
6 | Jurnal Riset Terbitan BBRSEKRahun 2006 2019 27 27
7 | Prosiding terbitan BBRSEKP tahun 2008019 10 10
8 | Prosiding KP terbitan Non BBRSEKP 30 30
9 | Skripsi dan Tesis 28 28

Jumlah 1.489 1.485

5. Sarana dan Prasarana Lainnya
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan daerikanan tidak memiliki aset

berupa tanah dan gedung/bangunan. Kantor yang ditempati adalah kantor milik Sekretariat
BRSDMKP yaitu di Gedung BRSDMKP 1 di Jalan Pasir Putih 1 Ancol Jakarta Utara.
Sarana dan prasarana lainnya yang dimiliki dan dikelolapotelsarana dan prasarana
riset yang terdiri atas: kendaraan operasional, laptop/komputer, kamera/handycam /alat
perekam lainnya, perpustakaan, laboratorium data, software pengolah data; dan sarana dan
prasarana non riset yang terdiri atas kendaraan pampimeubelair, dan peralatan
perkantoran lainnya. Sarana dan prasarana di atas merupakan bagian dari aset/barang
milik negara (BMN). Dalam rangka akreditasi dan penguatan laboratorium sosial
ekonomi, dukungan sarana dan prasarana tetas bertambah sesudengan kebutuhan
laboratorium sosial ekonomi untuk mengoptimalkan peran intitusi sebagai penyedia data

dan informasi sosial ekonomi kelautan dan perikanan.

1.3.2. Permasalahan

Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiataosisletkonomi
kelautan dan perikanan sehingga menghambat pencapaian kondisi seperti yang diharapkan,

antara lain:



A. Kelembagaan Riset

Kelembagaan riset BBRSEKP di KKP masih berbentuk UPT, sehingga ruang lingkup
koordinasi terbatasi oleh tugas dan funga. UPT mempunyai ruang lingkup yang mengacu
pada instansi pusatnya, dalam hal ini BBRSEKBawah binaarfPusat Riset Perikanan. Di
masa yang akan datang dibutuhkan peningkatan organisasi menjadi pusat yang memiliki
kewenangan dalam sistem koordinasigdebih luas dan mempunyai kedudukan yang lebih
dekat dengan pengambil keputusan/kebijakan.

Sebagai lembaga riseBBRSEKP harus didukung kapasitas SDM yang kompeten di
bidang kepakaran mashmgasing terutama peneliti. Beberapa permasalahan terkait
penirgkatan SDMdi BBRSEKR antara lain:

1. Kompetensi dan kepakarasDM KP yang sesuai dengan kebutuhan institusi riset
perlu peningkatamlan belum adanya SDM fungsional statistisi, programmer, desain
grafis,full-stack developer

2. Belum tersedianya kepakaran @idang politik, politik ekonomi, perdagangan
internasional, hukum internasional, hubungan interna sional, hukum laut, kebijakan

publik, komunikasi, kebudayaan

B. Kegiatan Riset
Beberapa permasalahan yang teridentifikasi dalam pelakskeggtan riset, terutama
terkait dengan kegiatan hilirasi dan diseminasi hasil riset adalah:

1. Sebagian besar hasil penilaian Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) terhadap riset
sosial ekonomi kelautan dan perikanan berada di level kurang dari 7 (masih dala
kategori riset terapan) sehingga pedoalling up pelaksanaan riset eksperimental
sebelum hilirisasi hasil riset. Dalam hal ini dibutuhkan perluasan ruang lingkup
sehingga dapat mencapai TKT yang lebih tinggi.

2. BBRSEKP mempunyai kewenangayang terbatas untuk mendorong penerapan
rekomendasi yang dihasilka Di masa yang akan datang, Kepala BRSDMKP
diharapkan dapat mendorong eselon | lingkup KKP untuk membuat komitmen agar
pengambilarkebijékan pembangunan kelautan dan perikanan dapat setzes! riset
(sciencebased policy sehingga didapatkan pengakuan/ apresiasi secara formal dari

pengguna baik di tingkat nasional maupun daerabh.



3. Audiensipenyampaian hasil riset belum optimalrsghinggaadopsi dan hilirisasi hasil

riset sebagai kebijakak KP dan/atau pemerintah daerahsih terbatas

C. DukunganManajemen Internal Riset
Permasalahadan tantangan utama dukungan manajemen internal riset terkait dengan
alokasi anggaran dan penyebarluasan hasil Regtyebarluasan hasil riset tidakds dari
kegiatan pendukung, seperti kolabor&erjasama dengan lembaga riset dan non riset,
publikasi ilmiah, serta sarana dan prasarana riset. BBRSEKP masih menghadapi beberapa
tantangan, antara lain:

1. Kolaborasi riset dengan pemerintah dagesiis dibangun namun dalam realisasinya
masih terhambat oleh birokrasi eksternal dan internal. Kerja sama riset dengan pemda
secara legal harus melalui proses koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri
sebagai unit organisasi Pembina;

2. Sarana dan prasarafiaik perpustakaan belum sesuai standar perpustakaangan
kerja yang belum memadai seiring dengan bertambahnya jumlah pegawai dalam
rangka pengembang&DbDM , dan jumlah ruanggoertemuan yang masih terbatas

3. Peremajaan dan penambataat pengolah datdengan kualitas dan kuantitas yang
mendukundkebutuhan riset;

4. Alokasi anggaran yang kurang proporsional antara riset dan pendukung riset
menyebabkan kurang optimalnya dukungan manajemen internal untuk menfasilitasi
pelayanan terhadap pelaksanaan rigaitama terkait pengembangan SDM, promosi,

diseminasi, audiensi, dan hilirisasi hasil riset.

1.4. Lingkungan Strategis

Lingkungan strategis ini secara teoritis dapat diartikan sebagai situasi strategis baik
internal maupun eksternal yang dapa¢mpengaruhi pencapaian tujuan BBRSEKP tahun
20202024. Situasi strategis bersumber dari faktor interimaérhal Factor Strategicdan
eksternal External Factor Strategjcyang bersifat statis maupun dinamis yang tercakup
dalam perspektif wilayah (sekil, regional, nasional, dan global). Situasi internal dan

eksternal dalam lingkungan strategis yang dihadapi BBRSEKP meliputi:



A. Faktor Strategis Lingkungan Internal

Faktor strategis yang bersumber dari internal BBRSEKP meliputi :

- BBRSEKP sebagalembaga litbang telah menjadi Pusat Unggulan IPTEK
yang menghasilkan kajian unggulan yang dimanfaatkan oleh pengambil
kebijakan di lingkup KKP

- BBRSEKP memiliki hasil kajian yang bersifat responsif dan antisipatif dalam
menjawab isu dan permasalahan yamgati pada masyarakat KP

- BBRSEKP memiliki sumber daya manusia dengan kualitas dan kompetensi
yang sesuai dengan kepakarannya dalam menghasilkan riset sosial ekonomi
KP;

- BBRSEKP memiliki sumberdaya sarana dan prasarana yang memadai dalam
mendukung kegiatariset berupa laboratorium data sosial ekonomi, perpustakaan, dan

media publikasi yang terindeks

B. Faktor Strategis Lingkungan Eksternal

Faktor strategis yang bersumber dari luar BBRSEKP adalah :

- Adanya revolusi industri 4.0 dé8ociety5.0 memicu perubahan perilaku dan masalah
sosial ekonomi masyarakat, sehindigesil kajian terkait dengan masyarakat semakin
dibutuhkan;

- Adanya kesadaran yangbih baik dari pengambil kebijakan bahwa hasil riseeko
dibutuhkan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

- Teknologi informasi menjadi tantangan bagi penyediaan kesiapan masyarakat KP
dalam era globalisasi dan ekonomi digital;

- Adanya risiko ketidakpastian global yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dan
percagangan dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat yang
akan merpengaruhi kegiatan usaha KP;

- Perubahan struktur organisasi riss¢rta pengelolaan manajemen SDdécara
nasiona|

- Adanya bencana alam dan non alam yang dihadapi oleh rakayasektor KP
berpotensi menyebabkan perubahan sosial ekonomi didalam masyarakat terkait pola
pemanfaatan sumber daya KP, sistem usaha pemasaran dan perdagangan produk KP,

relasi sosial dan bisnis pada masyarakat KP, serta jaminan sosial dalam mgsyaraka



Bencana non alam berupa Pandemi Cd#ddihadapi dunia berpengaruh besar
terhadap sektor kelautan dan perikanan seperti penurunan produksi, terganggunya
rantai pasok akibadanya pembatasan pergerakan fisik dan segidh beberapa

wilayah yang mengjami pembatasan akses sementara.



BAB |1 VISI, MISI, TUJUAN , DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan padpeaidde
perencanaan. Visi KKP 2020024 adal ah ATerwujudnya Masyar a
yang Sejahtera dan Sumber Daya Kel autan d a
mewuj udkan Al ndonesia Maju yang Berdawl at,
Gotong Royongo. Vi si KKP i ni merupakan per w
visi 20207 2024 dalam ddor kelautan dan perikanan.

BRSDMKP sebagai unit eselon 1 KKP mempunyai visi untuk mendukung visi KKP.

Visi BRSDMKP pada tahun 20280 24 adal ah mendukung vi si Kk
Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan
Peri kanan vy an gntuiBneewdudkiaralmofjesia nzaju ganguberdaulat, mandiri,

dan berkepribadian, berlandaskan gotooygpng.

BBRSEKP yang merupakan unit di bawah BRSDM mempunyia visi yang lebih spesifik
sesuai dengatugas dan fungsi yang dimiliki oleh BBRSEKRugas dan fungBBRSEKP
adalah melaksanakan kegitan riset sosial ekonomi kelautan dan peri¥&gang diusung
oleh BBRSEKP ini tetap mendukung Visi BRSDM dan Visi KKRleh karena itwisi
BBRSEKP 2020 2024 adalah

i Me n jLamdbiaga Riset Terkemuka Penghasil Rekomendasi Kebijakan dan
Inovasi Rekayasa Sosial Ekonomi dalam Rangka Mendukung Terwujudnya
Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya

Kel autan dan Perikanan yang Be

Visi tersebut mengandung kakata kunci yang dgbarkan sebagai berikut:
Lembaga Riset Terkemuka Penghasil Rekomendasi Kebijakamdalah Lembaga riset
yang:

1. menciptakan iklim riset yang konsinten dan melahirkan 4nsil berupa
rekomendasi kebijakan yang berdampak pada pengigkatankelifakan di sector
kelautan dan perikanan

2. menjadikan hasihasil riset sebagai dasar dalam penyelenggaraan kebijakan

pembangunan di sector KP



Terkemuka adalah menjadi pelopor dan rujukan utama dalam menghasilkan rekomendasi
kebijakan sosial ekonomi kelaut dan perikanan.

Inovasi Rekayasan Sosial Ekonomadalah menghasilkan kebardegbaruan hasil riset
yang dapat diimplemantasikan dengan mempertahankan keberlanjutan SDKP untuk

mewujudkan kesejahteraan masyarakat KP.

2.2 Misi

Misi BRSEKP mengacu pada mBRSDM yang menjalankan misi Presiden dan KKP
dalam bidang kelautan dan perikanan yaitu:

1. Misi ke-1 yakni Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui PeningKstga
Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan

2. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap
Perekonomian Nasional

3. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutamelalui
Peningkatan Kelesti@n Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

4. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Misi BBRSEKPmerupakampaya yang akadilakukanuntuk mewujudkan visi
BBRSEKP,meliputi :

1. Menyediakan rekomendasi kebijakan untuk menciptakan struktur ekonomi yang
produktif, mandiri, dan berdaya saing usaha kelautan dan perikanan melalui riset
sosial ekonomi kelautan dan perikanan dan inovasi rekayasg sosial

2. Menyediakan rekomendasi kgkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan
perikanan untuk mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui riset sosial
ekonomi kelautan dan perikanan dan inovasi rekayasa;siesmal

3. Menerapkan tat&kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan texgga dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi BBRSEKP.

2.3 Tujuan
Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi BBRSEKP, maka tujuan yang ingin dicapai
selama tahun 202R024 adalah sebagai berikut



1. Menghasilkan rumusan kebijakan sosial ekuon kelautan danperikanansebagai

landasan kebijakan kelautan dan perikarsarecebased policy;

2. Menghasilkan model sosial ekonomi kelautan dan perikanan yang mendukung

pembangunan sektor kelautan dan perikanan

3. Menghasilkan penerapan model integrasi sosial ekonomuiteal dan perikanarang

mendukung peningkatan peran adopsi teknologi terhadap pembangunan sektor

kelautan damerikanan

4. Menghasilkarbig data sosial ekonomi kelautan dan perikaroam

5. Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan manajerial riset dansgbava efektif

dan efisien.

Tabel 5. Keterkaitan Visi, Misi dan Tujuan dalam RenstraBBRSEKP 20232024

Visi

Misi

Tujuan

Menjadi Lembaga riset
terkemuka penghasil
rekomendasi kebijakan
dan inovasi rekayasa
sosial ekonomi dalam
rangka mendukung
terwujudnya
fiMasyarakat Kelautan
dan Perikanan yang
Sejahtera dan Sumber
Daya Kelautan dan
Perikanan yang

Ber kel anjut

Menyediakan rekomenda
kebijakan untuk menciptaka
Struktur ~ Ekonomi  Yang
Produktif, Mandiri, dan
Berdaya Saingpada usaha

Menghasilkan rumusa
kebijakan sosial ekonon
kelautan dan perikanan seba
landasan kebijakan kelautan d
perikanan ¢ciencebased policy)

melalui riset sosial ekonon
kelautan dan perikanan d:
inovasi rekayasa Sosi
ekonomi.

Menghasilkan  model  sosi
ekonomi kelautan dan perikan
yang mendukung pembangun
sektor kelautan dan perikanan

Menghasilkan penerapan moc

integrasi sosial ekonon
kelautan dan perikana
mendukung peningkatan per
adopsi  teknologi terhadag

pembangunan sektor KP

Menyediakan rekomenda
kebijakan pengelolaan SDK|
untuk mencapai lingkunga
hidup yang berkelanjuta
melalui riset sosial ekonon
kelautan dan perikanan dq

Menghasilkan big data sosial
ekonomikelautan dan perikanat

inovasi rekayasa Sosi

ekonomi.

Menerapkan tata  Keloll Menyelenggarakan fung
pemerintahan yang bersi kelembagaan dan menajer

efektif dan terpercaya dala
pelaksanaan tuBIBRSEKP

riset dan SDM secara efektif d¢
efisien




2.4. Sasaran Strategis BBRSEKP 2022024

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai dan mencerminkan pengaruh
yang ditimbulkan oleladanya hasil satu atau beberapa program. Pada proses perencanaan
kegiatan dan anggaran tahun 2021, Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas
menerbitkan Surat Bersama terkait Redesin Sistem Penganggaran dengan nomor S
375/MK.02/2020 darB.308/M.PM/D8/PP.0404/05/2020 Tgl 8 Mei 2020. Dalam redesign
tersebut, Programtidak lagi mencerminkan tugas fungsi unit eselon |, tetapi lebih
mencerminkan tugas fungsi K/L. Rumusan disusun oleh Kementerian Keuangan dan
Kementerian PPN dengan berkoordinasi kepEda terkait. outcome (sasaran program)
mencerminkan hasil kinerja program yang ingin dicapai secara nasional. Bagi program yang
digunakan bersifat lintas K/L atau lintas unit eselon I, maka rumusan sasaran program dan
indikator dapat dirumuskan berbedsss& dengan tugas dan fungsi unit kerja dan sesuai
dengan kontribusinya dalam mewujudkansasaran program dimaksud.

Sasaran strategis yang dirumuskan oleh Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP mengacu
pada sasaran strategis BRSDMKIAn sasaran strategis padekwuimen Rencana Kerja
(Renja) yaitu:

SS1. Hasil riset dan inovasi sosial ekonomi kelautan dan perikanan yang dimanfaatkan
SS2. Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Hasil Riset Sosial EKonomi Kelautan dan
Perikanan dan Tersedianya Data dan/atau Informasl Rset Sosial Ekonomi Kelautan dan
Perikanan

SS3. Tersedianya Model Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan dan Tersedianya
Penerapan Model Integrasi Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

SS4. Tersedianya Sarana Prasarana Riset Sosial Ekonomi Kelant&edkanan

SS5. Tata Kelola Pemerintahan yang baik pada BBRSEKP

Sasaran strategis pertama yang akan dicapai BBRSEKP adalah hasil riset dan inovasi
sosial ekonomi kelautan dan perikanan yang dimanfaatkan, dengan indikator sebegai
berikut
- Jumlahdesa mitra yang menerapkan Iptek Sosek KP sebanyak 0 pada 2020 menjadi 1
pada tahun 2024



- Jumlah rekomendasi hasil riset sosial ekonomi yang digunakan dalam menyusun
kebijakan 8 buah pada tahun 2020 menjadi 10 buah pada tahun 2024
Sasaran strategis kedyang akan dicapai BBRSEKP adalah tersedianya rekomendasi
kebijakan hasil riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan dan tersedianya data dan/atau
informasi hasil riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan, dengan indikator ketsgai
berikut
- Jumldh rekomendasi kebijakan hasil riset social ekonomi kelautan dan perikanan
sebanyak 10 paket pada tahun 2020 menjadi 14 paket pada tahun 2024;
- Jumlah data dan informasi sosial ekonomi KP yang dihasilkan sebanyak 1 paket pada
tahun 2020 sampai dengan tah@22
- Jumlah karya tulis ilmiah yang dipublikasikan sebanyak 45 buah menjadi 70 buah
pada tahun 2024.

Sasaran strategis ketiga yang akan dicapai BBRSEKP adalah tersedianya model sosial
ekonomi kelautan dan perikanan dan tersedianya penerapan model irgegicsekonomi
kelautan dan perikanan, dengan indikator kinegjaagai berikut

- Jumlah model sosial ekonomi kelautan dan perikanan yang dihasilkan sebanyak 3

paket pada tahun 2020 menjadi 6 paket pada tahun 2024

- Jumlah model integrasi sosekonomi yang diterapkan sebanyak 1 paket pada tahun
2020 sampai dengan 2024

Sasaran strategis keempat yang akan dicapai BBRSEKP adalah tersedianya sarana
prasarana riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan, dengan indikator keteagmai
berikut
- Jumlah sarana dan prasasanset sosial ekonomi kelautan dan perikanan yang

ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 1 paket dari tahun 2020 sampai dengan 2024

Sasaran strategis kelima yang ingin dicapai oleh BBRSEKP adalah tata kelola
pemerintahan yang baik BBRSEKP dengan indikator kinerja:
- Unit kerja BBRSEKP yang dibangun untuk diusulkan menuju WBK BBRSEKP
sebanyak 1 unit kerja pada tahun 2021.
- Persentase penyelesaian temuan LHP BPK BBRSEKP sebanyak 100% pada tahun
2021 sampai 2024



Indeks profesionalitas ASN lingkup BBRSEKP yang ingin dicapai adalah 72 pada
tahun 2020 menjadi 76 pada tahun 2024

Nilai Rekonsiliasi Kinerja BBRSEKP yang ingin dmsin adalah 91 pada tahun 2021
sampai dengan 2024

Jumlah persentase unit kerja BBRSEKP yang menerapkstens nanejemen
pengetahuan yang terstandar sebanyak 82% pada tahun 2020 menjadi 90% pada tahun
2024

Jumlahpersentase jumlah rekomendasi hasil pengawdingkup BBRSEKP yang
dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan sebesar 60% pada tahun
2020 sampai dengan tahun 2024

Kinerja pelaksanaan anggaran BBRSEKP mencapai nilai baik (88) pada tahun 2020
menjadi sangat baik (>90) pada tahun 2024

Nilai kinerja anggaran BBRSEKP mencapai nilai baik (88) pada tahun 2020 menjadi
sangat baik (>90) pada tahun 2024

Persentase layanan dukungan manajemen internal BBRSEKP senilai 100% pada
tahun 20212024

Jumlahjejaring kerja sama riset s@l ekonomi KPyang ingin dicapai pada tahun
2020 adalah 9 Perjanjian Kerja Sama meningkat menjadi 14 Perjanjian Kerja Sama
pada tahun 2024;



BAB Ill ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional

Arah kebijakan dan strategi nasional dalam naskah renstra ini disusun sebagai
pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera
dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka menengah) dan memiliki dampak besar
terhadap pengamian sasaran nasional serta sasaran strategi. Arah kebijakan dan strategi
nasional BBRSEKP mengacu padadangundang di bawabh ini:

1 UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 yang merupakan perubahan Uhbtalang

Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanBasal 6 agt 1 bahwa pengelolaan perikanan

dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk

tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian
sumber daya ikan. Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asdgatma
keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan,
keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan.

1 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional lImu Pengetahuan

dan Teknologi.

Di samping iti, arah kebijakan dan strategi nasional BBRSEKP mengacu pada
Peraturan Presiden Rl No.18 Tahun 2020, tentang RPIJMN Tahur2@020yang memuat
visi, misi, arahan presiden yang diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan
Nasional. Arah kebijakan dastrategi nasional sesuai dengan RPJMN Tahun-2020 yang
terkait dengan tugas KKP, yaitu:
1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan
berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
dengarmpenguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan daerah.
3. Meningkatkan sumbataya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental danpembangunan kebudayaamperlindungan dan penguatan
kelembagaan masyarakat hukum attatjisional dan lkal di pesisir dan pulapulau

kecil.



5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasgr pembangunan tol laut; b)
pembangunan pelabuhaelabuhan perikanan; dan c) jalan usaha tani.

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahananab@ncan perubahan
iklim.

7. Memperkuat stabilitas politikukum pertahanan dan keamanan (pothakkam) dan

transformasi pelayanan publik.

Untuk melaksanakan agenda pembangunan nasieladl tisusun Proyek Prioritas
Strategis yang merupakan proyek yang ni&miilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk
mencapai sasaran prioritas pembangunan. Strategi Agenda Pembangunan Nasional yang
terkait dengan tugas BBRSEKP adalah:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan
berkeadilan, yang atiputi peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan
kelautan, memperkuat komitmen pelaksanaan t&gstainable Development Goals
(SDGs) kel4d yakni denganrumusan kebijakan sosial ekonomi kelautan dan
perikanan sebagai landasan kebijakan pengelokelautan dan perikanasc{ence
based policy)

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan,
dengan strategi penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan daerah
yang tersebar pada sensientra kelautan dan gieanan dengarpenerapan model
integrasi sosial ekonomi kelautan dan perikanan mendukung peningkatan peran
adopsi teknologi terhadap pembangunan sektor KP.

3. Pembangunan kebudayaan melalui perlindungan dan penguatan kelembagaan
masyarakat hukum adat, tradisal, dan lokal di pesisir dan pulpulau kecil dengan
penyusunan modekosial ekonomi kelautan dan perikanan yang mendukung
pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

4. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan
perubahan iklim, dengastrategi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan

yang optimal dan berkelanjutan.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Arah dan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang disampaikan oleh

Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai arahan Presiden adalah sebagai berikut:



1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin,
pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai dengan ZEE dan laut lepas,
peningkatan pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan dan perbaikan hidup
nelayan. Arah kebijakan ini menjabarkan misi KKP yang terkait dengan Peningkatan
Kontribusi Ekonomsektor KP (DrektoratJenderalPerikananTangkapDJPT).

2. Mongoptimalkan dan memperkuat perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan
kerja, peningkatan protein dan nilai tambah melalui akses permodalan, dan
perlindungan usaha budidaya. Arah kebijakan memiam misi KKP yang terkait
dengan Peningkatan kontribusi ekonomi sektor KHrefforat Jenderal Perikanan
BudidayaDJPB.

3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan
baku industri, peningkatan kualitas mutu produk, p@tgn sistem karantina ikan,
peningkatan nilai tambah untuk peningkatan devisa. Arah kebijakan menjabarkan misi
KKP yang terkait dengan Peningkatan kontribusi ekonomi sektor KirekiDrat
JenderalPeningkatarDaya Saing Produk Kelautan dan Perikar@dPD3KP, Badan
Karantina lkan, Pengendalian Mutu dan Kemanan Hasil PerikBK#?M).

4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulgoulau kecil serta penguatan pengawasan
sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Arah
kebijakan menjabarkan misi KKP yang terkait dengan Peningkatan Kelestarian
Sumber Daya Kelautan dan Perikan@wréktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
DJPRL, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan
PSDKP dan BKIPM).

5. Penguatan SM dan inovasi riset kelautan dan perikanan. Arah kebijakan menjabarkan
misi KKP yang terkait dengan Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Inovasi Riset
(BRSDMKP).

Untuk mencapai 5 arah kebijakan di atas, KKP melaksanakan kebijakan tatakelola
pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di pusat dan daerah. Hal ini
menjabarkan misi KKP terkait dengpaningkatan tata kelola pemerintahan yang secara rinci
disajikan pada LampiraflV. Arah kebijakan KKP mengedepankan pengaruswdama)
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; 2) Gender; 3) Modal Sosial Budaya; dan 4)
Transformasi Digital (LampiranV). Dengan pengarusutamaan ini diharapkan dapat

mempercepat pencapaian tartgget dari fokus pembangunan serta memberikan akses



pembangunaryang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga

adaptabilitas terhadap fakto reksternal lingkungan.



3.3. Arah Kebijakan Riset Kelautan dan Perikanan
Arah riset BRSDM pada periode 202024 difokuskan untuk menghasilkan inovasi riset
dan teknologi yang mendukung pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan.
Sepuluh fokus kegiatan riset kelautan dan perikanan yang dilaksanakan di BRSDMKP
adalah: 1) Sustainable fisheries 2) Konservasi dan mitigasi serta rehabilitasi; 3)
Sustainable aquaculturel) Inovasi teknologi; 5) Perubahan iklim; Bpverty reduction
dan pemberdayaan masyarakat; 7) Jasa kelautan; 8) Pengembangan usaha, sistem bisnis
dan trading9) Kemandirian pangan dan bahan baku industri; dan 10) Kajian kewilayahan

dan geopolitik.

Kebijakan riset kelautan dan perikangang terkait dengan sosial ekonomi kelautan dan

perikanan adalah sebadparikut:

1. Riset sosial dan ekonomi KP fokus pad@i@a) kelompok isu meliputi : (1) dinamika
pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; (2) sistem usaha, pemasaran dan
perdagangan; serta (3) sosial dan kelembagaan. Jenis riset sosial ekonomi terbagi
menjadi dua kategori yaitu: (1). Riset yang bsrb&elompok Peneliti (KELTI); dan
(2). Riset yang berbasis institusi/organisasi kelembagaan riset sosial dan ekonomi KP.
Riset ini bertujuan untuk menjawab tantangan dan isu terkini serta membantu
tercapainya prograsprogram andalan BRSDM. Kategori kednaakan menjadi ciri
khas atau unifikasi institusi lembaga riset sosek melalui kegiatan Analisis Kebijakan
(ANJAK) yang bersifat responsif dan antisipatif. Selain itu terdapat program riset
yang fokus kepada pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyaralaga
diharapkan merupakan sarana/kelembagaan untuk transfer teknologi, menilai
kelayakan teknologi yang dihasilkan oleh BRSDM.

2. Klasifikasi riset mengacu ketentuan LIPI, dimana kategori riset terbagi atas riset dasar,
riset terapan dan riset pengeanigan experimental. Riset dasar adalah kegiatan riset
yang bersifat eksploratif dan atau eksperimental untuk memperoleh ilmu pengetahuan
baru sebagai acuan bagi riset terapan perikanan. Riset terapan merupakan kegiatan
riset yang memanfaatkan hasil risedsdr perikanan, dan diarahkan untuk tujuan
praktis guna memperoleh pengetahuan dan teknologi dibidang perikanan.
Pengembangan eksperimental merupakan kegiatan sistematik dengan menggunakan

pengetahuan yang sudah ada yang diperoleh melalui riset dasanperitan atau
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riset terapan perikanan, untuk memperoleh sistem teknologi yang lebih efektif dan
efisien serta menghasilkan produk unggulan di bidang perikanan.

3. Riset bidang kelautan, perikanan, pengolahan produk, bioteknologi dan sosial
ekonomi KPdisusun sesuai dengan tingkat kesiapan teknologinya (TKT). Untuk
meningkatkan manfaat dan daya dukung hasil riset yang telah dilakukan, diperlukan
pengembangan melalui peningkatan skala (scaling up) sebagai bagian dari uji
adaptasi. Selanjutnya uji lapabgrsama masyarakat diharapkan dapat memudahkan
proses diseminasi dan asimilasi hasil inovasi kepada calon penggakaholdey.

Dari kegiatan riset dan pengembangan tersebut akan dihasilkan keluaran berupa data
dan informasi, teknologi, dan rekomendasita publikasi ilmiah.

4. Kegiatan hilirisasi lebih diarahkan untuk mengoptimalkan penyebaran hasil riset dan
inovasi teknologi dalam memenuhi kebutuhan informasi penelitian, pengembangan,
pengkajian, pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penerapan (k&jaigtluhrap)
melalui: 1) pengembangan jejaring informasi; 2) pengembangan sumberdaya
informasi; 3) adaptasi teknologi informasi sesuai perkembangan dan tuntutan

pengguna; dan 4) pengelolaan dan penyebarluasan informasi dengan berbagai media.

Dalam rangka menciptakan lapangan kerja, mendorong kesejahteraan masyarakat, dan
memberi pemasukan lebih optimal bagi keuangan negara dari sektor kelautan dan perikanan,
maka Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahunrZfiZ2l memiliki 3 (tiga)
program érobosan, yaitu :

1. Meningkatkan PNBP dari sumberdaya alam perikanan tangkap dan Kesejahteraan

nelayan;

2. Menggerakkan perikanan budidaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang
didukung riset kelautan dan perikanan untuk keberlangsungan sumberdaya laut dan
perikanan darat;

3. Membangun kampungampung perikanan budidaya tawar, payau dan laut berbasis

kearifan lokal.

3.4. Arah Kebijakan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Kegiatan prioritas riset sosial dan ekonomi KP pada periode-2020 adalah untuk
mendukung arah dan kebijakan KKP tentang 4 (empat) kebijakan pengarusutamaan

pembangunan kelautan darriganan, serta 10 fokus kegiatan riset BRSDMKP dengan sudut



pandang sosial ekonomi. Arah Kebijakan Pengarustamaan pembangunan kelautan dan
perikanan tahun 2020024 adalah (1) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; (2) Gender; (3)
Modal Sosial Budaya termasuldaptasi sosial ekonomi terhadap bencana dan pandemi
Covid-19; dan (4) Transformasi Digital 4.0;
Riset sosial dan ekonomi KP terbagi menjadi dua kategori yaitu:
1. Riset yang berbasis Kelompok Peneliti (KELTI); dan
2. Riset yang berbasisstitusi/organisasi kelembagaan riset sosial dan ekonomi KP.
Pengelompokan riset ini bertujuan untuk menjawab tantangan dan isu terkini serta
membantu tercapainya progrgrogram andalan BRSDMKP. Kategori kedua ini akan
menjadi ciri khas atau unifikasi stitusi lembaga riset sosek melalui kegiatan Analisis
Kebijakan (ANJAK) yang bersifat respofisian antisipatif. Selain itu, fokus arah riset sosial
dan ekonomi KP 20202024

1. Kajian sosek yang menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk menjawab isu dan
pemasalahan kp.

2. Kajian yang menghasilkan model sosial ekonomi sektor kelautan dan perikanan.

3. Konsep penerapan model integrasi sosial ekonomi keladsan perikanan untuk
menyelesaikan permasalahan pada usaha perikanan di berbagai tipologi.

4. Data dan/atainformasi riset sosial ekonomi KP.

5. Layanan pelaksanaan kegiatan riset sosial dan ekonomi KP.

3.5. Strategi Riset Sosial Ekonomi KP

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai BBRSEKP
pada tahun 2020024, maka strategi yang dikembangkan berdasarkan sasaran strategisnya
yaitu:
SS1. Hasil riset dan inovasi sosial ekonomi kelautan dan perikanan yang dimanfaatkan
SS2. Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Hasil Riset Sosial EKonomi Kelautan dan
Perikanan dan drsedianya Data dan/atau Informasi Hasil Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan
Perikanan
SS3. Tersedianya Model Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan dan Tersedianya
Penerapan Model Integrasi Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
SS4. Tersedianya Sarana Paeena Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
SSb5. Tata Kelola Pemerintahan yang baik pada BBRSEKP



maka strategi yang dikembangkan adalah sebagai herikut

3.4.1. Sasaran Strategis 1. Hasil riset dan inovasi sosial ekonomi kelautan dan

perikanan yang dimanfaatkan

Untuk mencapai sasaran strategiasil riset dan inovassosial ekonomi kelautan dan
perikananyang dimanfaatkgnmaka dilaksanakand (empaj strategi untuk mencapainya,

yaitu

Menyelenggarakan riset untuk menjawab isu dan masséator kelautan dan
perikanan
- Meningkatkan peran riset serta inovasi teknologi dalam mendukung percepatan
pembangunan kelautan dan perikanan
- Meningkatkan diseminasi hasil riset selaras dengan pengegaandustri kelautan
dan perikanan
- Meningkatkan diseminasi hasil riset selaras dengan pengembangan industri kelautan

dan perikanan

dengan langkah operasional pada maswaging strategi sebagai berikut:

Strategi 1. Menyelenggarakan riset untuk menjawab isu dan masalah sektor kelautan

dan perikanan

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah:

1. Melakukan riset terkait dampak sosial ekonomi penerapan PNBP berbasis sumber
daya outpud;

2. Melakukan riset sosial, ekonomi dan kelembagaan pengembangan kawasan budidaya
komoditas unggulan (udang, rumput laut, lobster, rajungan dan kepiting);

3. Melakukan riset terkait tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan yang
berkelanjutan;

4. Melakukan rset sosial, ekonomi dan kelembagaan pengembangan kawasan budidaya
(estate;



10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.
20.

21.
22.

Melakukan riset sosial, ekonomi dan kelembagaan pengembangan kampung budidaya
perikanan;

Melakukan kajian terkait sumberdaya laut dan pesisir, mitigasi dan adaptasi perubahan
iklim;

Melakukan riset pemantauan lingkungan pesisir dan laut ;

Melakukan riset terkait kebencanaan, kerentanan pesisir dan laut;

Penerapan teknologi adaptif lokasi

Melakukan Riset dinamika laut, PPDPI untuk peningkatan efektivitas penangkapan
ikan

Melakukan Riset terkait potensi wisata bahari dan arkeologi maritim untuk
pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat

Melakukan Riset terkait penataan ruang laut

Merencanakan kegiatan riset sesuai kebutuhan pemangku kepentingan dalam
mendukung pengembangan sektor KP;

Merancangkegiatanriset bersamaintuk membentulpengetahuabarusebagai upaya
memecahkan persoalan sektor KP;

Memanfaatkan teknologi terapan daleamandukung percepatan industrialisasi KP;
Melestarikan dan melindungi keanekaragaman hayati seetmanfaatkannya melalui
budidaya

Menyelenggarakan riset dasar sebagai basis riset teraparekigmerimental yang
inovatif;

Menyampaikan teknologi yang dkomendasikan;

Menyampaikan inovasi teknologi adaptif lokasi;

Menyampaikan hasil kajian kebijakapo(icy brief) dalam merespon isusu terkini

yang bersifat responsif dan antisipatif terhadapissuyang sedang dan potensial
berkembang.

Melakukan pegembangan hasil riset

Melakukan pengkajian iptek melalui perekayasaan, kliring teknologi, dan audit

teknologi



Strategi 2: Meningkatkan peran riset serta inovasi teknologi dalam mendukung

percepatanpembangunan kelautan dan perikanan

Langkah Operasional:
1. Melakukan reformulasi 10 fokus riset dengan urutan dan penekanan pada perikanan
tangkap dan perikanan budidaya, pemberdayaan nelayan dan pembudidayan
2. Melakukan updating topik riset kelautan mendukung perikanan tangkap dan budidaya,
untk riset kelautan ditambahkan:
a. Riset karakteristik lingkungan budidaya dan garam,
b. Riset daya dukung lingkungan budidaya laut, tambak dan garam,
c. Pemetaan dan penataan zonasi budidaya laut, tambak dan garam
3. Mendorong terciptanya penanganan ikan sepgnjantai pasok nelayan mulai dari
proses penangkapan, penanganan di atas kapal sampai dengan pendaratan di Tempat
Pendaratan Ikan
4. Menyusun rekomendasi kebijakan yang tepat bagi penentu kebijakan;
5. Melaksanakan konsultasi, advokasi dan asistensi terhiawplementasi kebijakan
berdasarkan hasil riset;
6. Meni ngkatkan dukungan riset dan sdieacknol og
based policy .
7. Menguatkan lembaga riset sebagai Pusat Unggulan Iptek dan perakeadmasi.
8. Menyiapkan kebijakarfaturan dalam mendukung hiliris.asi hasil riset ke industr
9. Melakukan kolaborasi riset untuk menghasilkan kegiatan unggulan yang mampu
memberikan nilai tambah ekonomi KP dan mampu bersaing dengan institusi dan
lembaga riset lainnya.
10.Melakukan kegiatan regt yang inovatif dan implementatif sehingga bisa dimanfaatkan

oleh industry dlam kurun waktu yang singkat.



Strategi 3: Meningkatkan diseminasi hasil riset selaras dengan pengembangan industri

kelautan dan perikanan

Langkah operasional:

1. Mengembangkan paket teknologi budidaya (benih/bibit, pakan, lingkungan budidaya,
Kesehatan ikan dan lalain) pada komoditas ekonomi yang berorientasi pada
peningkatan produksi dan nilai produksi

2. Melakukan hilirisasi teknologi iptek budidaya komoditas ekonomi untuk model di

masyarakat

Mengembangkan teknologi rancang bangun untuk peningkatan nilai produk perikanan
Melakukan kajian daya dukung lingkungan budidaya lobster

Melakukan kajian daya dukg lingkungan budidaya kepiting dan rajungan

Melakukan riset terkait daya dukung lingkungan untuk pengembdnghtaya

Melakukan riset terkait pemetaan potensi lahan budidaya

© N o 0 &~ W

Mendorong hilirisasi komoditas perikanan tangkap berbasis permintaan pasar

domestik maupun global

9. Melakukan pengembangan domestikasi ikan endemik (koleksi, karakterisasi
inventarisasi, domestikasi, seleksi/hibridiasasi)

10.Mengembangkan paket teknologi budidaya (benih, pakan, lingkubgdidaya,
Kesehatan ikan,dll) pada komoditdsam untuk ketahanan pangan dan peningkatan
pendapatan masyarakat

11.Melakukan riset terkait pemetaan kampung budidaya ikan

12.Melakukan riset terkait dampak sosial ekonomi pengembangan kanmpuaidaya
terhadap kesejahteraan dan ketahanan pangan masyarakat

13.Mendorong alih teknologi/penyebaran hasil riset untuk meningkaltiegmampuan
masyarakat dalam memanfaatkan dan menguasai iptektekiaalogi kelautan dan
perikanan

14.Mendorong terciptanyaommunity enterprispemanfaatan olahan prodplerikanan
budidaya berbsis zero wastgzang mandiri di kampung binaan.

15. Melaksanakankan kegiatan riset yang sesuai kode etik dalam menghBilkan

16. Menyusun program pengembangan riset yang spesifik lokasi;

17.Menyelenggarakan pelatihan penulisan ilmiah skala internasional;



18.Meningkatkan kapasitas lembaga inovasi (riset, diseminasi, penyululnaialui
sinergi dan kerjasama yang saling menguatkan;

19. Meningkatkan kualitas layanan riset melalui prasassformasi unit pelayandeknis
(UPT) menjadi Badan Layanan Umum (BLU);

20.Memperbaiki/meningkatkan sarpras untuk mendukurtigrnasionalisasdiseminasi
ilmiah hasil riset.

21.Menyusun dan mengusulkan hasil riset untuk diajukan sebagai HKI.

22.Mengukur kesipterapan teknologi.

23. Melakukan penerapan teknologi melalui kegiatan alih teknologi.

24.Melakukan publikasi hasil riset.

Strategi 4: Membangun hubungan melalui jaringan kemitraan dalam kerangka kerja

sama riset

Langkah operasional:

1. Mendorong kerja saanriset dengan mitra di dalam negeri dan di luar negeri, serta
mengusahakan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan riset kelautan
dan perikanan

2. Meningkatkan promosi dan diseminasi hasil riset melalui media dan jejaring (nasional
maupun mternasional) untuk mempercepat capaian pembangunan kelautan dan
perikanan, pengakuan ilmiah internasional dan perolehan stsubrer pendanaan
riset di luar APBN;

3. Membangun jejaring dan tatakelola inovasi untuk meningkatkan inovasi kreatif
melalui kemitaan dengan lembaga riset lain;

4. Membangun kerja sama riset dengan lembagal/instansi lingkup nasional dan
internasional;

5. Menggunakan jejaring teknologi informasi digital dalam melaksanakan kegiatan riset;

6. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan kapabilitas sumberdaya riset melalui perbaikan
sistem rekrutmen dan pelatihan SDM, penambahan sarana dan prasarana, dan struktur
penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan institusi dalam mendukung percepatan

industrialsasi kelautan dan perikanan.



7. Mengembangkan jejaring kerja sama dan mekanisme diseminasi untuk mempercepat

tujuan dan sasaran diseminasi hasil riset sehingga tercipta sinergitas antar unit kerja.

3.4.2. Sasaran Strategis 2. Tersedianya RekomendasiKebijakan Hasil Riset Sosial
Ekonomi Kelautan dan Perikanan dan Tersedianya Data dan/atau Informasi

Hasil Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Sasarantsategitersedianya rekomendasi kebijakan hasil riset sosial ekonomi kelautan
dan perikanan dameitsedianya data dan/atau informasi hasil riset sosial ekonomi kelautan dan

perikanardilaksanakan melald (tiga) strategi untuk mencapainya, yaitu

- Melaksanakan riset dengan mengacu pada Rencana Induk Riset Nlasional
- Meningkatkan peran riset dalam mekdng percepatan pembangunan kelautan dan
perikanandan

- Melakukanpengelolaan riset secara akuntabel
dengan langkah operasional pada masiaging strategi sebagai berikut:

Strategi 1: Melaksanakan riset dengan mengacu pada Rencana Induk Riset Nasional

Untuk mewujudkan tujuan Sistem Nasional lImu Pengetahuan dan Teknologi
sebagaimana tertuang dalam Undahglang Republik Indonesia Nomor 11/2019, disusun
rencana induk pemajuan limu Pengetahuan dan Teknologi, maka disusun Rencana Induk
Pemajuan llmu Pengdtuan dan Teknologi sebagai acuan rencana pembangunan jangka
panjang nasional dan meniadi dasar dalam penyusunan rencana pembangunan jangka
menengah nasional. Rencana induk pemajuan llmu Pengetahuan dan Teknologi wajib
dijadikan pedoman dalam Penyelenggardlmu Pengetahuan dan Teknologi. Sebelum
terbitnya Peraturan Formal terkait Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi, maka dokumen rencana strategis ini masih mengacu pada Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentangdaea Induk Riset Nasional Tahun
20172045. Langkah operasional yang dilakukan adalah:



1. Melakukan riset dalam kelompok bidang riset pangan, kemaritiman, dan social
humaniora

2. Melaksanakan riset dalam kelompok makro riset : riset terapan berbasis siaydoer
alam

3. Turut berperan aktif dalam Prioritas Riset Nasional (PRN) untuk jangka menengah

Strategi 2: Meningkatkan peran riset dalam mendukung percepatan pembangunan
kelautan dan perikanan
Strategi ini dilakukan agar hasil riset sosial ekonomi dan a&iebijakan kelautan
dan perikanan dapat diaplikasikan dalam raseilence based policy.angkah operasional
untuk melaksanakan strategi peningkatan peran riset dalam mendukung percepatan
pembangunan kelautan dan perikanan dilakukan melalui:
1. Meningkatkandaya guna hasil riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan melalui
policy reformdanscalling upinovasi riset yang bersifat respdngan antisipatif.
2. Menyusun rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil riset yang tepat bagi pengambil
kebijakan.
3. Meningkatka sinergi kerjasama dan kualitas komunikasi derlgarbaga penelitian,

pemerintah dan swasta level nasional dan global dalam pengambilan kebijakan.

Strategi 3 : Pengelolaan riset secara akuntabel
Strategi ini dilaksanakan agar pelaksanaan kegiasmt dan pendukungnya dapat
berjalan secara optimal. Langkah operasional dalam implementasi strategi ini meliputi:

1. Melakukan identifikasi topik risetsosial ekonomiyang akan dilakukan untuk
menjawab isu dan permasalahgada Sektorkelautan danperikanan yang
berkembang.

2. Melakukan identifikasi kebutuhan riset sosial ekonomi kelautan dan periksesrai
kebutuhan unit Eselon | lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

3. Melakukan pemilihan prioritas riset sosial ekonomi kelautan dan perikasa@i se
tingkat urgensi, keseriusan dan perkembangan isu yang harus segera ditindaklanjuti.

4. Menetapkarwajib .serahdan wajib simpan atas seluruh data primer dan keluaran hasil

riset. Data primer merupakan data mentah autentik dalam berbagai bgnguk

diperoleh dari kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan.



Keluaran hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan merupakan
Kekayaan Intelektual hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan.
Data primer dan keluardrasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan

wajib disimpan paling singkat 20 (dua puluh) tahun.

3.4.3. Sasaran Strategis 3. Tersedianya Model Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
dan Tersedianya Penerapan Model Integrasi Sosial Ekonomi Kelautan da

Perikanan

Sasarantsategitersedianya tersedianya model sosial ekonomi kelautan dan perikanan
dan tersedianya penerapan model integrasi sosial ekonomi kelautan dan perikanan

dilaksanakan melald (tiga) strategi untuk mencapainya, yaitu

- Melaksanakan riset dengan mengacu pada Rencana Induk Riset Nlasional
- Meningkatkan peran riset dalam mendukung percepatan pembangunan kelautan dan
perikanan nasionatlan

- Melakukanpengelolaan riset secara akuntabel
dengan langkah operasional pada masiaging strategi sebagai berikut:

Strategi 1: Melaksanakan riset dengan mengacu pada Rencana Induk Riset Nasional

Untuk mewujudkan tujuan Sistem Nasional lImu Pengetahuan dan Teknologi
sebagaimana tertuang dalam Undahglang Republik Indonesia Nomor 11/2019, disusun
rencana induk pemajuan limu Pengetahuan dan Teknologi, maka disusun Rencana Induk
Pemajuan llmu Pengdtuan dan Teknologi sebagai acuan rencana pembangunan jangka
panjang nasional dan meniadi dasar dalam penyusunan rencana pembangunan jangka
menengah nasional. Rencana induk pemajuan llmu Pengetahuan dan Teknologi wajib
dijadikan pedoman dalam Penyelenggardlmu Pengetahuan dan Teknologi. Sebelum
terbitnya Peraturan Formal terkait Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi, maka dokumen rencana strategis ini masih mengacu pada Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentangcd@ea Induk Riset Nasional Tahun
20172045. Langkah operasional yang dilakukan adalah:



3.

. Melakukan riset dalam kelompok bidang riset pangan, kemaritiman, dan social

humaniora

Melaksanakan riset dalam kelompok makro riset : riset terapan berbasis sunzer day
alam

Turut berperan aktif dalam Prioritas Riset Nasional (PRN) untuk jangka menengah

Strategi 2: Meningkatkan peran riset dalam mendukung percepatan pembangunan

kelautan dan perikanan

Strategi ini dilakukan agar hasil riset sosial ekonomi dapat degkin dalam ranah

science based policj.angkah operasional untuk melaksanakan strategi peningkatan peran

riset dalam mendukung percepatan pembangunan kelautan dan perikanan dilakukan melalui:

1.

Meningkatkan daya guna hasil riset sosial ekonomi magtalicy reformdanscalling
upinovasi riset yang bersifat respdndan antisipatif.

Menyusun model sosial ekonomi KP berdasarkan hasil riset yang tepat bagi para
pengambil kebijakan.

Meningkatkan sinergi kerjasama dan kualitas komunikasi delegabaga pendian,

pemerintah dan swasta level nasional dan global dalam pelaksanaan kegiatan riset.

Strategi 3 : Pengelolaan riset secara akuntabel

Strategi ini dilaksanakan agar pelaksanaan kegiatan riset dan pendukungnya dapat

berjalan secara optimalangkah operasional dalam implementasi strategi ini meliputi:

1. Melakukan identifikasi topik risetsosial ekonomiyang akan dilakukan untuk

menjawab isu dan permasalah&elautan dan perikanatingkup nasional dan
internasional

Melakukan identifikasi kebutwan riset sosial ekonomi kelautan dan perikasasuai
kebutuhan unit Eselon | lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Melakukan pemilihan prioritas riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan sesuai
tingkat urgensi, keseriusan dan perkembangan isg jarus segera ditindaklanjuti.
Menetapkarwajib .serardan wajib simpan atas seluruh data primer dan keluaran hasil
riset. Data primer merupakan data mentah autentik dalam berbagai Bengk
diperoleh dari kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajmm Penerapan.

Keluaran hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan merupakan



Kekayaan Intelektual hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan.
Data primer dan keluaran hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan

wajib disimpan paling singkat 20 (dua puluh) tahun.

3.4.4. Sasaran Strategis 4. Tersedianya Sarana Prasarana Riset Sosial Ekonomi

Kelautan dan Perikanan

Upaya untuk pencapaian sasastrategistersedianya sarana prasarana riset sosial
ekonomi kelautan daperikanandilaksanakan melalus (tiga) strategiyang meliputi:(1).
Meningkatkan penyediaan fasilitas penunjang kegiatan skehariperkantoran, (2).
Mengembangkan Laboratorium Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dan (3).

Mengembangkan Perpustakdalai Besar Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Strategi 1 : Meningkatkan Penyediaan Fasilitas Penunjang Kegiatan SehakHari

Perkantoran

Fasilitas penunjang kegiatan seHazari perkantoran menjadi bagian penting yang
perlu disiapkan secara optimdén berkesinambungan sehingga dapat menjamin kelancaran
aktivitas kerja pegawaiLangkah operasional strategi membangun Laboratorium Sosial

Ekonomi Kelautan dan Perikaan 2020024 dilakukan melalui:

1. Inventarisasi Barang Milik Negara berkala secaraalel dan akuntabel
2. Pemeliharaan dan penyimpanan untuk mengusahakan agar barang/bahan kantor tetap

dalam keadaan baik atau siap untuk dipakai

Strategi 2 : Mengembangkan Laboratorium Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Strategi ini dilakukan agar hasil dari pelaksanaan riset sosial ekonomi menjadi lebih

efektif, mampu menghimpun data dan informasi sosial ekonomi kelautan dan perikanan
terkini pada tinght lokal, nasional, regional dan global untuk menjawab berbagai isu dan
tantangan pembangunan di Sektor Kelautan dan Perikamagkah operasional strategi
membangun Laboratorium Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikaani2@2@4 dilakukan
melalui:

1. Peninglatan fasilitas laboratorium sosial ekonomi kelautan dan perikanan dalam

mendukung kegiatan riset. Upaya yang harus dilakukan latparatorium sosial



ekonomi dapat menjadi pusat unggulérenter of excelentpdalah menyediakan
hardwaredansoftwareagar d@at menyimpan dan mengolah data.

2. Dukungan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan melalui perencanaan dan usulan
anggaran yang terarah selama 20202024. Dukungan ini digunakan untuk
peningkatan dan pembaharudrardware dan software dan pelatihan tenaga
Laboratorium Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.

3. Penyiapan perangkat aturan untuk layanan laboratosasial ekonomi yang lebih
luas. Kegiatan ini diarahkan untuk mempersiapkan berbagai aturan yang terkait
dengan layanan pemanfaatan sarana dan pragadad.aboratorium Sosial Ekonomi

Kelautan dan Perikanan baik untuk lingkup internal dan eksternal.

Strategi 3: Mengembangkan Perpustakaan Balai Besar Sosial Ekonomi Kelautan dan
Perikanan

Strategi ini dilakukan untuk menjadikan perpustak@BRSEKPmenjad pusat rujukan data

dan informasi sosial ekonomi terkemuka dengan layanan priraagkah operasional

membangumerpustakaaBBRSEKP20201 2024 dilakukan melalui:

1. Peningkatan fasilitagperpustakaan sosial ekonomi kelautan dan perikanan untuk
mendukung kegiatan riset. Upaya yang harus dilakukan agar Perpustakaan menjadi
rujukan informasi sosial ekonomi kelautan dan perikanan adalah dengan penambahan
koleksi, penyediaan sumber informasi berupa akses baik ke jurnal internasional
maupun buku elektronik, sartintegrasi sistem otomasi perpustakaan BBRSEKP
dengan perpustakaan KKP di dalamthivelago Indonesia Marine Library

2. Penyediaan anggaran untuk peningkatan standar dan layanan perpustakaan. Dukungan
ini digunakan untuk menyediakan fasilitas stanusional dan standar internasional
perpustakaan.

3. Peningkatan kapasitas pustakawan dan penyiapan perangkat aturan sehingga layanan
perpustakaan BBRSEKP lebih akomodatif. Kegiatan ini dilakukan melalui
pengembangan layanan pustaka yang terintegrasi. Sélainaturan layanan
pemanfaatan sarana dan prasarana perpustakaan BBRSEKP harus disiapkan untuk

lingkup internal dan eksternal agar layanan yang diberikan terjamin dan aman.



3.4.5. SasaranStrategis 5. Tata Kelola Pemerintahan yang baik pada BBRSEKP

Upaya untuk pencapaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan
strategis yang meliputi: (1) Peningkatan pranata dan kelembagaan birokrasi yang efektif,
efisien dan berorientasi pada layanan, (2). Strategi peningkatan kapasitas SDM yang
profesional, kompeten dan berdaya saing; (3). Penyusunan anggaran yang transparan dan
efektif; (4).Pengelolaan keuangan secara tertib sesuai prinsip efisien, efektif, transparan dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutdfenjbyjkatkan
kualitas pengelolaan publikasi; dan (6). Koordinasi, sinkronisasipdagawasan terhadap

perencanaadanpelaksanaan riset.

Strategi 1: Peningkatan pranata dan kelembagaan birokrasi yang efektif, efisien dan
berorientasi pada layananprima.

Strategi ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas layanan serta memperluas
jangkauan layanan riset kepada berbagai calon pengguna potensial. Eksistensi organisasi
BBRSEKP akan semakin kuat secara nasional maupun internasional dengan layaaan prim
Langkah operasional yang akan dilakukan selama periodeZIZDmeliputi:

1. Meningkatkanperan BBRSEKP di Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai
penghasil rekomendadebijakan sosial ekonomikelautan dan perikanan melalui
penyampaian hasil riset sea aktif.

2. Membangun kemitraan dengan lembaga riset lain, perguruan tinggi, serta lembaga
multilateral. Kerjasama kemitraan ini dilakukan untuk mendapatkan anggaran agar
pelaksanaan riset sosial ekonomi dapat dilaksanakan untuk menjawab berbagai isu
sosal ekonomi kelautan dan perikanan pada tingkat lokal, nasional, regional dan
global.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan internal dan memperluas fungsi layanan jasa
Laboratorium Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan kepada calon pengguna
eksternal.

4. Menyiapkan prosedur standar operasionagesuai kebutuhan organisasi untuk

mendukung birokrasi yang lebih efektif dan efisien.



Strategi 2: Strategi peningkatan kapasitas SDM yang profesional, kompeten dan
berdaya saing
Strategi ini dilakukan agaerciptanya SDM unggul dengan memperkuat kapasitas dan
kompetenasi sumber daya manusia yang professional dan handal dalam melaksanakan riset
sosial ekonomi dan analisis kebijakan kelautan dan perikdraangkah operasional untuk
melaksanakan strategi pegkatan kapasitas SDM yang profesional, kompeten dan berdaya
saing dilakukan melalui
1. Melakukan identifikasi kebutuhan kepakaran SDM peneliti dan manajerial pendukung
untuk penguatan organis&BRSEKP
2. Rekrutmen pegawai dan pemetaan jabatan yang sesgaindeebutuhan Lembaga
3. Meningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan forngahg berjenjangsesuai
kebutuhan organisasi.
4. Meningkatkan kapasitas SDM peneliti dan pendukung melalui pelatihan sesuai dengan
kebutuhan organisasi

5. Penguatan program pengembangamgng fungsional pegawai.

Strategi 3 : Penyusunan anggaran yang transparan dan efektif.

Strategi ini dilakukan agar pelaksanaan kegiatan riset sosial ekonomi desapakn
kegiatan pendukungnya dapat berfungsi dengan efektif untuk mempromosikan dan
mendseminasikan hasil riset sosial ekonorhangkah operasional untuk melaksanakan
strategi penyusunan anggaran yang transparan dan efektif dilakukan melalui:

1. Perencanaan anggaran yaagomodatif. Perencanaan anggaran yang akomodatif
disusun dengasistem yang transparan, sehingga memperlancar pelaksanaan kegiatan
perkantoran.

2. Perencanaan anggaran yang proporsional. Anggaran yang proporsional mencerminkan

alokasi dana yang sesuai dengan kebutuhan antara manajerial dan kegiatan riset.



Strategi 4 : Pengelolaan keuangan secara tertib sesuai prinsip efisien, efektif, transparan
dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
Strategi ini dilakukan agar kinerja pengelolaan keuangan dilakukan dengan baik sesuai
denganhukum dan peraturan yang ada serta pencapaian atas target yang sudah ditetapkan.
Beberapa langkah operasional yang akan dilakukan tahur22220adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan penggunaan anggaran secara berkala sesuai dengan
kebutuhan kegian riset dan pendukung risssial ekonomi yang bertanggung jawab
dan transparan.

2. Melakukan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran sesuai dengan aturan yang
berlaku.

3. Membuat pembukuan (pencatatan) arus kas secara rutin dan disiplin.

4. Melakukan pengedalian ¢ontrolling) terhadap kelancaran arus kas maupun
pengeluaran anggaran dalam pelaksanaan kegiatan organisasi baik terkait riset dan
pendukung riset sosial ekonomi yang transparan.

5. Melakukan pelaporan keuangan sebagai bahan evaluasi pengelolaargakeua
dikemudian hari kepada pimpinan organisasi.

6. Melakukan pemeriksaan internaluditing) terhadap pertanggungjawaban penggunaan

anggaran sesuai peraturan yang berlaku secara transparan.

Strategi 5: Meningkatkan kualitas pengelolaan publikasi
Strategi ni dilakukan agar eningkatan kualitas dan jumlah publikasi berskala
nasional maupun internasional dari kegiatan riset sosial ekohamgkah operasional untuk
melaksanakan strategi peningkatan kualitas pengelolaan publikasi dilakukan melalui:
1. Mengembangkan publikasi habiasil riset melalui dokumentasi dan publikasi
nasional dan internasional.
2. Meningkatkan daya dukung lingkungan dalam pelaksanaan pengelolaan publikasi
hasil riset berstandar internasional.
3. Mendorong peneliti untuk memanfaatkamedia publikasi internal, salah satunya
dengan pemberian intensif atawardsuntuk tulisan terbaik

4. Sosialisasi panduan penulisan dalam publikasi



Strategi 6: Koordinasi, sinkronisasi dan pengawasan terhadap perencanaardan

pelaksanaan riset.

Koordinasi dan sinkronisasi dgrengawasan terhadap perencanaan riset dilakukan

dengan langkah operasional sebagai berikut:

1. Melaksanakan perencanaan riset settgralowndanbottom up Pendekatatop down
dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan riset sesuai dengan target dan arah
kebijakan pemerintah, sedangkan pendekatan bottom up dilakukan dengan
mempertimbangkan roadmap riset yang ditekuni.

2. Melakukan perencanaan anggaran sesuai kebutuhasassttekonomisecara efektif

dan efisien.

Pengawasan terhadap pelaksanaan riset dilakukan melalui pengkajian teknologi.
Pengkajian teknologi ditujukan untuk memastikan manfaat llmu Pengetahuan dan Teknologi
dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan. dfiangkeknologi yang dilakukan
melalui perekayasaan teknologi, kliring teknologi, dan audit teknologi. Salah satu aspek
dalam pengkajian teknologi adalah pegukuran tingkat kesiapan teknologi yang dilakukan oleh
tim penilai. Penilai adalah pihak yang mékini kompetensi dan kewenangan untuk
melakukan penilaian terhadap pengukuran dan penetapan tingkat kesiapterapan Teknologi.

Langkah operasional yang dilakukan yaitu:

1. Melakukan penilaian mandiri pengukuran Tingkat Kesiapterapan Teknologi. Sampai
dengan dokmnen Renstra ini disusun, institusi riset masih menunggu aturan turunan
terkait dengan Pengkajian Teknologi.

2. Monitoring berkala pelaksanaan riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan

3.5. Kegiatan Prioritas Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Kegiatan prioritas riset sosial dan ekonomi KP pada periode-202% diarahkan untuk
menghasilkan riset sosial dan ekonomi KP yang difokuskan pada:
1. Rekomendasi Kebijakan yang bersifat responsif dan antisipatif untuk menjawab isu

strategis sektor Kelautan dan perikanan;



2. Model Sosial Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terkait dinamika pengelolaan
sumber daya kelautan dan perikanan, sistem usahaspesn, perdagangan, sosial
dan kelembagaan.

3. Penerapan Model Integrasi Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan;

4. Data dan/atau Informasi Riset Sosial Ekonomi yang Dihasilkan;

5. Layanan pelaksanaan kegiatan riset sosial dan ekonomi KP;

Prioritas riset sosial dan ekonomi KP pada periode 2023 dilakukan untuk
mendukung Arah dan kebijakan KKP tentang 4 kebijakan pengarusutamaan pembangunan
kelautan dan perikanan serta mendukafgfokus kegiatan riset BRSDMKP dengan sudut
pandang sosial ekonomi. Namun selain mendukung 10 fokus kegiatan riset BRSDM KP,
BBRSEKP juga memiliki 3 kegiatan penelitian yang bersifat paagtipn researchserta
responsif dan antisipatif. Tiga kegiatan merupakan kegiatan yang melibatkan peneliti dari
tiga kelti (kegiatan lintas kelti). Kegiatan tersebut adalah (1) Panel Indikator Mikro Sosial
Ekonomi KP, (2) Penerapan Model Integrasi Sosial Ekonomi KP di Desa Mitra, dan (3)
Kajian responsif dan antsatif isu sektor KP.

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan KP, kegiatan prioritas riset sosial
ekonomi kelautan dan perikanan pada Tahun 2P@P4 diarahkan sesuai Kelompok Peneliti
(Kelti) sebagai berikut.

A. Kelti Sistem Usaha Pemasaran darddgangan melaksanakan penelitian dengan ruang

lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Usaha dan Manajemen
Melakukan riset sistem usaha produk perikanan (pembiayaan usaha, kelayakan usaha),
dan manajemen (pengelolaan usaha, pola distribusi dan transp@misi ik

2. Ekonomi Makro
Melakukan riset terkait kajian ekonomi makro (investasi sektor kelautan dan
perikanan, konsumsi ikan, tenaga kerja sektor KP, dan pajak dan subsidi).

3. Pemasaran dan Perdagangan.

Melakukan kajian mikro (rantai pasok, rantai nilai, preferekonsumen, sistem

logistik) dan perdagangan (ekspor dan impor).

B. Kelti Dinamika Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melaksanakan

penelitian dengan ruang lingkup penelitian sebagai berikut:



1.

Pembangunan wilayah sumberdaya kelautan dan panka
Melakukan riset dengan toptkpik yang mencakup ekonomi wilayah, penataan ruang
wilayah, perencanaan pembangunan wilayah pedesaan dan perkotaan, optimalisasi

pengelolaan sumberdaya untuk menciptakan keunggulan kompetitif dan komparatif.

. Ekonomi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Melakukan riset dengan topthpik yang mencakup penilaian ekonomi lingkungan
dan kerusakan lingkungan sebagai dampak pembanguan ekonomi, valuasi dan

optimasi sumberdaya KP, serta mitigasi, adaptasi dan kerentanan

C. Kelti Sosial dan Kelembagaan melaksanakan penelitian dengan ruang lingkup penelitian

sebagai berikut:

1.

Gender (inklusi sosial, kesetaraan dan keadilan gender dalam usaha KP dan

pengembangan ekonomi)

2. Sosial antropologi (budaya maritim dan konflik)

3. Hukum dan politik (hukum kelautan dan politik nasional dan internasional)

4. Kelembagaan (kelembagaan pembiayaaemasaran dan perdagangan pada usaha

perikanan dan kelembagaan pengelolaan sumberdaya KP)

Dalam rangka menciptakan lapangan kerja, mendorongjdkgeraan masyarakat, dan

memberi pemasukan lebih optimal bagi keuangan negara dari sektor kelautan dan perikanan,

maka Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahunZfiZ2l memiliki 3 (tiga)

program terobosan, yaitu :

1.

Meningkatkan PNBP dari suraldaya alam perikanan tangkap dan Kesejahteraan
nelayan;

Menggerakkan perikanan budidaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang
didukung riset kelautan dan perikanan untk&berlangsungan sumberdaya laut dan
perikanan darat;

Membangunkampungkampung perikanan budidaya tawar, payau dan laut berbasis

kearifan lokal.

Ketiga program terobosan tersebut telah selaras dengan RPJMN2PQ20) misi dan arahan

Presiden, dan arah 5 (lima) kebijakan KKP yang akan dilaksanakan pada taht202021

Dalam rangka mendukung implementasi program ketiga terobosan KKP tersebut, maka

BBRSEKP memperkuat penyelarasan program melalui inisiatif strategis riset dan SDM

sebagai berikut:



Tabel 6. Prioritas Riset BBRSEKP Tahun 2020 2024

Rekomendasi Kebijakan
yang bersifat responsif
dan antisipatif untuk
menjawab isu strategis
sektor Kelautan dan
perikanan

Rekomendasi Kebijakan
Analisis Penghitungan
Indeks Kesejahteraan
Masyarakat Kelautan da
Perikanan (IKMKP)
Tahun 2019

KAJIAN SOSIAL -
EKONOMI
INTRODUKSI
TEKNOLOGI GARAM
SKALA RAKYAT

Analisis Kebijakan
Sosial Ekonomi KP
terkait
pengembangan
Garam Industri
Terintegrasi Skala
Rakyat

Analisis Kebijakan Sosial
Ekonomi KPterkait
pengembangan Garam
Industri Terintegrasi Skald
Rakyat

Perkiraan Dampak
Pandemi Covidl9
terhadap Usaha
Perikanan dan Kelautan
Indonesia

REFORMULASI
PUNGUTAN ATAS
PEMANFAATAN
SUMBER DAYA
PERIKANAN LAUT

Strategi Penanganan
Dampak Pandemik
Covid-19 Terhadap
Relasi Sosial Pelaku
Usaha Sektor Kelautan
Dan Perikanan

RESPON
MASYARAKAT DAN
PRAKIRAAN DAMPAK
SOSIAL,
KELEMBAGAAN, DAN
EKONOMI PROGRAM
SHRIMP ESTATE
UNTUK
PENINGKATAN
PRODUKSI UDANG

Analisis Kebijakan Sosial
EkonomiKP : Penilaian
Dampak Sosial Ekonomi
Shrimp Estate

Dampak Covid Terhadag PENGEMBANGAN Analisis Analisis Kebijakan | Analisis Kebijakan Sosial
Pola Pemanfaatan Sosia BISNIS KAMPUNG Kebijakan Sosial | Sosial Ekonomi KP | Ekonomi KP terkait
Dinamika Perikanan BUDIDAYA Ekonomi KP terkait Pengembangan Kampung
Tangkap PERIKANAN UNTUK terkait Pengembangan Budidaya Perikanan untuk
MENDUKUNG Pengembangan | Kampung Bulidaya | mendukung ketahanan
KETAHANAN Kampung Perikanan untuk pangan dan peningkatan
PANGAN DAN Budidaya mendukung kesejahteraan masyagdk
PENINGKATAN Perikanan untuk | ketahanan pangan | pedesaan
KESEJAHTERAAN mendukung dan peningkatan
MASYARAKAT ketahanan pangar kesejahteraan
PEDESAAN dan peningkatan | masyarakat
kesejahteraan pedesaan
masyarakat
pedesaan
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Dampak Sosial Ekonomi
Pukat Udang Di Laut
Arafura

KAJIAN ESTIMASI
PENERIMAAN
NEGARA BUKAN
PAJAK (PNBP) DAN
DEVISA TERHADAP
PELATIHAN,
PENDIDIKAN, SERTA
SERTFIFIKASI AWAK
KAPAL PERIKANAN
INDONESIA

Analisis
Kebijakan Sosial
Ekonomi KP
terkait sumber
dan potensi PNBH
Riset dan SDM

e |z | 222 [ 228 |

Analisis Kebijakan
Sosial Ekonomi KP
terkait sumber dan
potensi PNBP Riset
dan SDM

Analisis Kebijakan Sosial

Ekonomi KP terkait
sumber dan potensi PNBH
Riset dan SDM

Kajian Permintaan lkan
Rumah Tangga Dengan
Pendekatan Multistage

Budgeting : Analisis Datg
Susenas 2019

PENGHITUNGAN DAN
ANALISIS INDEKS
KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
KELAUTAN DAN
PERIKANAN (IKMKP)
2020

Analisis Kebijakan Sosial
Ekonomi KP terkait
reformulasi dan dampak
PNBP berbasis SDA

Perumusan Konsep Analisis Analisis Kebijakan | Analisis Kebijakan Sosial
Pengitungan Harga Kebijakan Sosial | Sosial Ekonomi KP | Ekonomi KP :

Patokan lkan (HPI) EkonomiKP : : Pengembangan Pengembangan pasar
Benih Bening Lobster Pengembangan | pasar komoditas komoditas budidaya

dan Harga Pokok pasar komoditas | budidaya potensial | potensial

Penjualan (HPP) budidaya

Komoditas lkan Utama potensial

Perkiraan Dampak
Pemberlakuan Kembali
Izin Penggunaan Kapal
Asing Untuk Usahan
Perikanan Indonesia

Analisis Kebijakan terkait
Penilaian Dampak sosial
dan ekonomi
pengembangan kampung
budidaya perikanan

Indikator
Pengarusutamaan Gend
Untuk SektorKelautan
dan Perikanan

Kajian Sosial Ekonomi
Pengelolaan Desa Inova
Minapadi




Penerapan Model
Integrasi Sosial Ekonomi
Kelautan dan Perikanan

Penerapan Model
Integrasi Sosial Ekonomi
Untuk Pengembangan
Kawasan Perikanan
Budidaya (baseline
survey budidaya
udang&lobster)

Penerapan Model
Integrasi Sosial Ekonomi
Kelautan dan Perikanan
(pembentukan model
korporasi pembudidaya
udang )

Penerapan Model
Integrasi Sosial
Ekonomi
Kelautan dan
Perikanan
(komoditas
lobster )

Penerapa Model
Integrasi Sosial
Ekonomi Kelautan
dan Perikanan
(komoditas lobster )

Penerapan Model Integras
Sosial Ekonomi Kelautan
dan Perikanan (komoditas|
kepiting dan rajungan )

Model Integrasi
Sosial Ekonomi
KP : Shrimp
Estate

Data dan/atau Informasi

Panel Indikator Mikro

Panel Indikator Mikro

Panel Indikator

Panel Indikator

Panel Indikator Mikro

Dan Perikanan Prioritas:
BenihLobster Dan

mendukung peningkatan
kesejahteraan nelayan

sumberdaya KP
berkelanjutan

berkelanjutan untuk
mendukung

Riset Sosial Ekonomi yang Sosial Ekonomi Sosial Ekonomi Mikro Sosial Mikro Sosial Sosial Ekonomi
Dihasilkan Pembangunan KP Pembangunan KP Ekonomi Ekonomi Pembangunan KP
Pembangunan KH Penbangunan KP
Model Sosial Ekonomi Dinamika Pengelolaan Model Sosial Ekonomi | Riset Model Sosial Riset Model Riset Model Sosial | Riset Model Sosial
Sektor Kelautan dan SDKP OpenClosed Season Ekonomi KP terkait tata | Sosial Ekonomi | Ekonomi KP terkait| Ekonomi KP terkait tata
Dalam Pengelolaan kelola sumberdaya KP | KP terkait tata tata kelola kelola sumberdaya KP
Sumber Daya Kelautan | berkelanjutan untuk kelola sumberdaya KP berkelanjutan untuk

mendukung peningkan
kesejahteraan nelayan

Rajungan; untuk mendukung| peningkatan

peningkatan kesejahteraan
kesejahteraan nelayan
nelayan

Model pengurangan Model Model Model adaptasi dan

risiko pengelolaan SDKP| implementasi penanggulangan mitigasi ekosistem pesisir

untuk pemulihan industri| open closed risiko sampah akibat

perikanan season dalam plastik terhadap pembangunan/pemanfaat
pengeloaan usaha kelautan dan| sumber daya KP
perikanan perikanan

berkelanjutan

Model resiliensi sosial
ekonomi dalam
pemanfaatan SDKP dan
adaptasinya terhadap
kebencanaan

Model pendanaan
kelautan (blue
finance) untuk
pengelolaan
kawasan
konservasi

Model pengaturan
dampak penataan
ruang laut dan
zonasi dalam
pengelolaa SDKP
di wilayah pesisir

Model pemanfaatan /
pengelolaan sumberdaya
KP berbasis Legal
Reported Regulated
Fishing (LRRF)




berkelanjutan

dan laut

Model
pengelolaan dan
pemanfaatan SD
Perikanan
Tangkap di WPP
Perairan Darat

Model optimasi
jasa kelautan
berbasis valuasi
ekonomi untuk
pariwisata bahari

Integrasi pencegahan dan
mitigasi bencana untuk
pengembangan budidaya
laut

Sosial Kelembagaan

Model Kebijakan
Pengelolaan Perikanan
Pada Wilayah Zona
Ekonomi Eksklusif (Zee)

Riset Model Sosek KP
terkait sosial dan
kelembagaan pengelola
sumber daya KP
berkelanjutan;

Riset Model
Sosek KP terkait
sosial dan
kelembagaan
pengelola sumber

Riset Model Sosek
KP terkait sosial
dan kelembagaan
pengelola sumber
daya KP

Riset Model Sosek KP
terkait sosial dan
kelembagaan pengelola
sumber daya KP
berkelanjutan;

daya KP berkelanjutan;

berkelanjutan;
Model Penguatan Peran | Gender dan Gender datnklusi | Gender dan Inklusi
Masyarakat Lokal Dalam| Inklusi Ekonomi | Sosial Industri Ekonomi Industri
Bisnis Perikanan Di Perikanan Pengolahan Hasil | Pengolahan Hasil
Kawasan Industrialisasi | Budidaya Perikanan Perikanan
Perikanan
Model Ketahanan Politik negosiasi | Right Based Praktek Destructive
Komunitas Pelaku Usahg sektor KP Fisheries Fishing Masyarakat
Budidaya Terhadap Management
Kebencanaan (RBFM) dan

Konflik Nelayan
lintas batas dan
Konflik

Kelembagaan
Pembiayaan,
Pemasaran dan
perdagangan
Usaha Perikanan

Tangkap

Politik Perdagangari
komoditas
perikanan

Nelayan dan lllegal
Trafficking




Kelembagaan
Pembiayaan,
pemasaran dan
perdagangan Usahg
Perikanan budidaya

Politik Pembangunan
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3.6. Kerangka Regulasi

Dalam rangka mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional, pembangunan
sektor kelautan dan perikanan, dan sepuluh fokus riset di BRSDMKP, BBRSEKP
memerlukan penguatan regulasi dalam 3 (tiga) pilar utamanya, yaitu terkait dengan
kelembagaan, pelaksanadgret, dan pendukung riset. Tiga pilar tersebut merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dalam membangun institusi riset sosial ekonomi yang
profesional dan berdaya saing tinggi dilingkup nasional maupun internasional.

Oleh karena itu, renstra BEBEKP Tahun 2022024 ingin memastikan bahwa
kerangka regulasi yang dibangun mengacu pada program legislasi nasional di sektor kalautan
dan perikanan terutama pengembangan riset dan inovasi di bidang sosial ekonomi dan

kebijakan kelautan dan perikanan.

a. Kerangka Regulas Kelembagaan

Dalam rangka mewujudkarkelembagaanyang kuat dan berwibawa (good
govenance, pelayanan publik yang baik, efisien, eféktlan berkualitas BBRSEKP
memerlukan sumber daya manus&DM) yang profesional, bertanggunawab, jujur dan
memiliki kompetensdi bidangnyaMewujudkanSDM yang profesional dan kompoten dapat
dilakukan melalui pembinaan karilOleh karenanya, ggencanaan SDM atau pegawai
merupakan bagian dari alur proses manajerdatam menentukan pergerakan SDM
organisasi, darposisi saat ini menuju posisi yang diinginkan dimasa depan. Perencanaan
pegawai ini merupakan bagian daebuah strategi bisnis secara keseluruhan dari sebuah

organisasi.

BBRSEKP perlumenetapkarkerangka regulasi untugengembangan sumberdaya
manusia yang berkualitagng mengacu kepada kondisiktaal SDM secara komprehensif
sistem perencanaan riset yang adaptif dan implementatif, dan sistim komunikasi publik dan
diseminasi yang cepdan terarah. Kerangka regulasi yang perlu dibangun terkait dengan;

1. Membangun sistem rekwitmen dan penempatarSDM berdasarkan kebutuhan
organisasikompetensi dan kepakaran
2. Membangunsistem penilaian kinerjajenjang karir dan sistem informasiang

akuntbel dan obyekiif;

61



Meningkatkan kapasitas kelembagaan riset sosial ekonomi melalui program sertifikasi
dan akreditasi;

Membangun sistem perencanaan dan evaluasi kelambagaan dan pelaksanaan riset
yang bersih dan akuntabel serta konsisten terhadap prospsmuauiput;

Membangun profesionalisme dalam perencanaan riset sosial ekonomi yang kolaboratif
dan implementatif untuk pembangunan sektor kelautan dan perikanan dan bermanfaat
bagi masyarakat kelautan dan perikanan;

Membangun profesionalisme dalam peremeanriset dan analisis kebijakan yang
respondi dan antisipatif untuk menghasilkan rekomendasi dan evaluasi kebijakan di
sektor kelautan dan perikanatgn

Membangun sistem hilirisasi hasil riset dan analisis kebijakan yang kuat dan
memperhatikan keterjakguan melalui penggunaan teknologi, kolaborasi dan

optimalisasi pelayanan jasa.

b. Kerangka Regulasi Pelaksanaan Riset

Perencanaan kegiatasetBBRSEKP tahun 2B0-2024 mengacu pada target kinerja

yang telah ditetapkan dalam Rencafiaerja Pemerintahan (RKP) yang diterbitkan oleh

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Rencana Kerja (RENJA)
BBPSEKP Tahun 20-2024, arah kebijakan KKPkebijakan Kepala BRSDMKP, serta
kebijakan BERSEKP.

Kerangka kebijakarriset di BBRSEKP terhadap kegiatanset dilakukan untuk

mendukung kebijakan KKP dan KebijakBRSDMKP. Kebijakan litbang BBPSEKP tersebut

mencakup tiga komponen kebijakan:

1. Kegiatanpenelitiandan pengembangan untuk menghasilkan data dan informasi Sosek

KP, yangterdiri dari dua komponen kegiatan utama yaitu kegiatan penelitian dan
kegiatan pengembangan yang mendukung fokus riset BRSDMKP berbasis kawasan
dan komoditas;

Kegiatan penelitian danepgembangan untuk mendukung prioritas pembangunan
nasional dan daerah berupa riset dan analisis kebijakan terkait dengan pembangunan
sektor KP. Kegiatan ini melakukan analisis kebijakan yang bersifat responsif dan

antisipatif terhadap isisu yang sedangath potensial berkembang;

3. Kegiatan yang mempelopori alih teknologi, advokasi dan evaluasi kebijakan dalam



mendukung pembangunan KP. Kegiatan tersebut mencakup (1) pembentukan dan
penguatan kelembagaan yang dapat menfasilitasi proses alih teknologi pada
masyarakatdi pedesaan; (2) Advokasi alih teknologi melalui sosialidaiirisasi,

mediasi dan evaluasi; dan (3) evaluasi teknologi.

c. Kerangka RegulasiPendukungRiset

Arah dankebijakanpelayanan jasa riset publikasi dan diseminasi hasil riset periode
202071 2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya akan memanfaatkan perkembangan
teknologi berbasis informasi teknologi (IT). Penggunaan sistem informasi berbasis IT dapat
menjadi sebuah evolusi publikasi dalam membuka jangkauan informasi yang lebih luas.
Salah satu sasaran kegiatan yang akan dilakukan adalah melalui peuobafaatat©pen
Journal SystenfOJS) untuk Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan KP. Penggunaan

0OJS akan meadahkan peran pengelola jurnal, editor, reviewer, penulis, dan pembaca.

Perpustakaardi lingkungan BBPSEKP diharapkan dapat menjadi ujung tombak
penyebaran hasil penelitian dgengembangarsosial ekonomi kelautan dan perikanan.
Perkembangan perpustakadigital bagi pengelola perpustakaan dapat membantu pekerjaan
di perpustakaanmelalui fungsi otomasi perpustakaan, sehingga proses pengelolaan
perpustakaan lebih efektif dan efisien. Fungsi otomasi perpustakaan menitikberatkan pada
bagaimana mengontrol sesh administrasi layanan secara otomatskomputerisasi.
Sedangkan bagi pengguna dapat membantu mencari sumber informasi yang diinginkan
dengan menggunakaratalog online yang dapat diakses melalui intranet maupun internet,
sehingga pencarian informasapht dilakukan kapan dan dimanapun ia ber&egdain itu,
perpustakaan BBPSEKP akan merintis pengembangan jejaring kerjasama dengan
perpustakaan lain di luar KKP misal dengan perpustakaan nasional, perpustakaan kementerian
di luar KKP dan perpustakaan pergan tinggi.

Laboratorium sosial ekonomi juga akan berperan dalam pengemblamgatedge
management system (KMBBRSEKP di masa yang akan datang melalui penyusunan dan
penerapan sistem pengelolaan pengetahuan. KMS adalah sistem (umumnya berbasis
teknolai informasi) yang digunakan untuk melakukan pengelolaan atas pengetahuan pada
tiap tahapan, baik saat perolehan, penyimpanan, pengambilan kembali, pemanfaatan maupun

penyempurnaannya. KMS di BBRSEKP memerlukan berbagai infrastruktur penunjang seperti



sener, workstations software serta sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan

mengoperasikan semua alat tersebut.

3.7.Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat kementerian/lembaga (struktur
organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) untuk melaksanakan visi,
misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan, sesuai dengan tugas
maupun fungsi kementerian/lembaga yang disusun (berpedoman pada RPJM Nasional).
Pedoman penyusunan kerangka kelembagaan BRSDMKP, berpedoman pada target kinerja
dan struktur kelembagaan yang ada di tingkat KKP.

Penguatan kapasitas kelembagaan KKP berdasdRenstra KKP Tahun 202024,
dilaksanakan dengan memperhatikan:

1 Perubahan paradigma pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dari
production orientedke people oriented.

Mandat yang diberikan (konstitusional, teknis, pembangunan, serta organisasi

Kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan

perundangan terkait yang berlaku.

T Prinsipprinsip pengorganisasian yamight sizing unified function efektif, efisien,

serta transparan, sesuai dengan bisnis proBesingss Process Management

pembangunan kelautan dan perikanan.

Perubahan tatanan global serta nasional yang berkembang dinamis menuntut percepatan
pembangunan kelautan nasional secara nyata untuk mampu menyesuaikan dan memenuhi
tantangan lingkungagang strategis. Merujuk pada Penguatan kapasitas kelembagaan KKP
berdasarkan Renstra KKP Tahun 228124, dilaksanakan dengan memperhatikan:

1 Perubahan paradigma pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dari
production orientedke people oriented

Mandatyang diberikan (konstitusional, teknis, pembangunan, serta organisasi).

Kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan

perundangan terkait yang berlaku.

1 Prinsipprinsip pengorganisasian yamight sizing unified function efektif, efisien,
serta transparan, sesuai dengan bisnis proBesingss Process Management

pembangunan kelautan dan perikanan.



BBRSEKPsaat ini dalanstatusdibina untuk menjadi PUI Kebijakan Sosial Ekonomi
Kelautan dan Perikanan. Sebagai lembaga Rusggulan IPTEK, BBRSEKP mempunyai
peluang untuk memperluas jejaring kerja sama antar lembaga riset dan hilirisasi hasil riset.
PUI sebagai sarana peningkatan kapasitas lembaga riset dan inovasi, publikasi, kerjasama
riset serta memperkuat jaringanefwok). Potensi BBRSEKP sebagai lembaga unggulan
unt uk Akebijakan sosi al e k o dengan didiukang aoleit a n d
akreditasi dari Komite Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan (KNAPPP)
sehingga menjadi satatunya lembaga risedi bidang sosial ekonomi kelautan dan

perikanan.

Upaya untuk pencapaian visi dan misi BBRSEKP, secara strategis peran kelembagaan
tersebut akan melakukan beberapa hal utama, yaitu:
1. Melakukan penyempurnaan sistem dan standar kinerja aparat meikgp
profesionalisme serta efisiensi tata aturan birokratis;
2. Melakukan pembinaan unsur tata usaha dan mengikutsertakan pada diklat/ bimtek
sesuai bidang yang relevan;
3. Menciptakan situasi dan kondisi kerja yang kondusif dan koordinatif guna mendukung
kegiaan organisasi;
4. Berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan BBRSEKP sesuai tugas dan fungsi Bagian
Tata Usaha;
Melaksanakan program pelayanan administrasi perkantoran;
Melaksanakan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;

Melaksanakan program pegiatan kapasitas sumber daya aparatur;

© N o O

Melaksanakamprogram peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan,;

9. Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan urusan surat menyurat;
10.Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan wegagawaian dan Keuangan;
11.Penerapan pelayanan prima dengan alokasi waktu yang jelas;

12.Pengoptimalan teknologi/inovasi baru untuk melaksanakan standar pelayanan
minimal.

13.Mengembangkan kapasitas Laboratorium Data Sosial Ekonomi.



BAB IV INDIKATOR KINERJA DA N KERANGKA PENDANAAN

4.1. Indikator Kinerja

Indikator kinerja yang akan ditetapkan oleh Balai Besar Riset Sosial Ekonomi
Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) merupakan penjabaran dari target kinerja KKP dan
BRSDMKP. BBRSEKP akan menjabarkan secara detibdefokus riset dan inovasi bidang

sosial ekonomi kelautan dan perikanan.

4.1.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis KKP Tahun 20202024

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan dicapai
secara nyata yang mencerminkgmengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil

(outcome/impagtdari satu atau beberapa program seperti yang ada pada Tabel 8 di bawah ini.

Tabel 6. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja KKP Tahun 20201 2024

SASARAN STATEGIS TAHUN
DAN
INDIKATOR KINERJA 2021 ‘ 2022 { 2023 ‘ 2024

STAKEHOLDERS PERSPECTIVE
SS 1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP

Indeks Kesejahteraan
Masyarakat KP 60,31 61,47 62,66 63,87
CUSTOMERS PERSPECTIVE

SS 2. Ekonomi sektor KP yang meningkat
Pertumbuhan PDB

1

2 . o 8,11 8,31 8,51 8,71
Perikanan (%)
Nilai ekspor hasil

3 | perikanan (USD 6,68 7,18 7,66 8,00
miliar)
Konsumsi ikan

4 (kg /kap/thn) 58,08 59,53 61,02 62,05

SS 3. Sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan”

Proporsi tangkapan
jenis ikan yang
5 | berada dalam <67 <72 <76 <80
batasan biologis yang
aman (%)
Luas Kawasan 24,2 25,1 26,0 26,9
konservasi (juta Ha)

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
SS 4. Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat
Persentase lulusan
pendidikan dan
pelatihan yang
terserap di Dunia

7 62 65 70 75




SASARAN STATEGIS TAHUN

IN DIKAT?);NKINERJ A 2021 2022 2023 2024
Usaha dan Dunia
Industri (%)

S8 5. Hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan
Jumlah hasil riset
kelautan dan

8 | perikanan yang 8 11 13 15
diadopsi/diterapkan
| (paket)

SS 6. Tatakelola SDKP yang bertanggung jawab
WPP yang menjadi

9 | model percontohan 5 7 9 11
penguatan tata kelola
Jumlah penyelesaian

10 | penataan ruang laut 24 26 26
dan zonasi pesisir

S8 7. Industrialisasi KP yang berdaya saing

11 | Produksi perikanan 27,86 | 2942 | 30,01 32,72
(juta ton)

Produksi garam

rakyat (juta ton)

S8 8. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang

Integratif

Persentase cakupan
WPP NRI yang

16 | dipantau dari 60 65 70 75

kegiatan illegal
fishing
Persentase
penanganan

17 | pelanggaran bidang 93 93 93 93

(Kelautan dan
Perikanan

102

(kumulatif)

12 3,1 3,2 3,3 3,4

LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE

SS 9. Tatakelola pemerintahan yang baik

Nilai Kinerja

22 | Reformasi Birokrasi 31 32 33 34
KKP

Nilai Indikator kinerja

24 | Pelaksanaan 89 89 90 90

Anggaran /IKPA

Sumber : Renstra KKP Tahun 2021 -2024

4.1.2. Indikator Kinerja Sasaran Strategis BRSDMKP Tahun 2022024

Indikator Kinerja Sasaran Strategis BRSDMKP diturunkaas¢ading dengan
metode adopsi langsung, buat baru, komponen pembentuk ataupun lingkup dipersempit,
mengacu pada Indikator Kinerja Kementerian kKigda dan Perikanan Tahun 202@024.
Rincian Indikator Kinerja BRSDMKP Tahun 202024adalah sebagai berikut ini:



Tabel 7. Rincian Indikator Kinerja BRSDM Tahun 2020 i 2024



